Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak di Desa Mojopurogede kecamatan Bungah kabupaten Gresik. by Rohman, M. Fathur
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU POKOK AGRARIA  
(NO. 5 TAHUN 1960) TERHADAP KASUS SEWA-MENYEWA  
TANAH SAWAH MENJADI TAMBAK 
DI DESA MOJOPUROGEDE KEC. BUNGAH KAB. GRESIK 
  
 
SKRIPSI 
 
 
OLEH : 
 
M. FATHUR ROHMAN 
NIM. C 322 05 007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH 
JURUSAN MUAMALAH 
 
SURABAYA  
2009 
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU POKOK AGRARIA  
(NO. 5 TAHUN 1960) TERHADAP KASUS SEWA-MENYEWA  
TANAH SAWAH MENJADI TAMBAK 
DI DESA MOJOPUROGEDE KEC. BUNGAH KAB. GRESIK 
 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 
 Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah 
 
 
 
 
Oleh 
 
M. FATHUR ROHMAN 
NIM. C 322 05 007 
 
 
 
 
 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH 
JURUSAN MUAMALAH 
 
 
SURABAYA  
2009 
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU POKOK AGRARIA 
(NO. 5 TAHUN 1960) TERHADAP KASUS SEWA-MENYEWA 
TANAH SAW AH MENJADI TAMBAK 
DI DESA MOJOPUROGEDE KEC. BUNGAH KAB. GRESIK 
SKRIP SI 
Diajukan Kepada 
Institut Agama Islam Negerl Sunan Ampel Surabaya 
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu 
II.mu Syarlah 
-~-------~~ p E R p l.1 S T A K _, A ~\ 
r S' I ' • : \ 'r' ' I ·' I . ' l I ,\ N ' M .. •. I ' • 
1 ~ - c.i:S(J/ M / o 6o r v. ~LA.:i l' 0 fl FG .. _'. ___ / _ _ 
Oleh: s~2:;J l\~ t~L i.i 1.. K U :.-----
flll TM~GGAL : M. FATHURRAR~~N~~_:_:_--~~~~ 
NIM. C 322 OS 007 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 
F AKUL TAS SY ARI' AH 
JURUSAN MUAMALAH 
SURABAYA 
2009 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
Skripsi yang ditulis oleh M. Fathur Rohman ini telah diperiksa dan disetujui untuk 
dimunaqasahkan. 
Surabaya, 14 Agustus 2009 
11 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
PENGESAHAN 
Skripsi yang telah ditulis oleh M. Fathur Rohman ini telah dipertahankan di 
depan Sidang Majelis Munaqasah. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari 
Selasa tanggal 25 Agustus 2009, dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk 
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah 
Majelis Munaqasah Skripsi 
Sekretaris, 
~ 
H. Muhammad Arif, MA 
NIP.197001182002121001 
Penguji I, Penguji II, Pembimbing, 
.197004161995032002 
Surabaya, 25 Agustus 2009 
Mengesahkan, 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam N eri Sunan Ampel 
De 
lll 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 v
ABSTRAK 
 
 
 Skripsi ini adalah hasil penelitihan lapangan tentang " Analisis Hukum Islam 
Dan Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah 
Sawah Menjadi Tambak Di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten 
Gresik". 
 Penelitihan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pelaksanaan sewa-
menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak di  Desa Mojopurogede Kec. Bungah 
Kab. Gresik. Dan untuk mengetahui kasus sewa-menyewa tanah sawah yang 
dijadikan tambak tersebut terdapat penyimpangan atau tidak dari hukum Islam dan 
hukum positif dalam hal ini adalah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA). 
 Data penelitian dihimpun melalui pembacaan buku-buku dan wawancara 
dengan para pemilik tanah (pihak yang menyewakan) yang berjumlah 6 (enam) orang 
dan pihak penyewa yang berjumlah 3 (tiga) orang.  
 Pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak yang dilakukan 
oleh sebagian masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah kabupaten Gresik, 
adalah tidak menggunakan hukum adat tetapi sudah berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan bukti adanya surat perjanjian yang di 
saksikan oleh beberapa orang saksi dan dilakukan dihadapan Kepala Desa setempat.  
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengenai praktek pelaksanaan sewa-
menyewa tanah sawah dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena 
praktek sewa-menyewa tersebut adalah termasuk dalam kategori bermuamalah dalam 
Islam yang hukumnya adalah mubah (diperbolehkan). Dan apabila ada suatu kasus 
(masalah) dalam praktek sewa-menyewa tersebut adalah juga tidak bertentangan 
dengan hukum Islam karena untuk menyelesaikan kasus (masalah) tersebut yakni 
dengan bermusyawarah. Sedangkan ketentuan menurut Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) secara garis besar adalah juga tidak menyimpang, karena akad atau 
perjanjiannya dituangkan dalam surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa saksi 
di hadapan Kepala Desa setempat. 
 Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka perbuatan yang berhubungan dengan 
bermuamalah adalah sangat dianjurkan, dengan ketentuan apabila ada kesepakatan 
dalam perjanjian maka harus di laksanakan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan 
hubungan dengan manusia lain, hubungan itu timbul berkenaan dengan 
pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Untuk memenuhi kebutuhan 
jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim 
disebut sebagai ”tingkah laku”. Dan tingkah laku yang kelihatan sehari-hari 
terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak 
untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu, dan di dalam kegiatan itulah pada 
umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain.1 Untuk mencapai 
kemajuan dan tujuan hidup, manusia perlu bekerja sama sebagai mana Firman 
Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 2 : 
َو ﱢﺮِﺒْﻟا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗَوِناَوْﺪُﻌْﻟاَو ِﻢْﺛِﺈْﻟا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗ ﺎَﻟَو ىَﻮْﻘﱠﺘﻟا  
  
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa 
dan permusuhan”. (Q.S. al-Maidah: ayat 2).2 
 
Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan timbal balik antar 
manusia, maka sewa-menyewa termasuk diantaranya. Aspek ini sangat penting 
                                                 
1  Punomo Sadriman, Hukum Islam, h. 143 
2  Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, h. 107 
1 
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peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Mereka butuh 
rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan binatang untuk kendaraan dan 
angkutan, membutuhkan peralatan hidup untuk digunakan dalam memenuhi 
kebutuhannya, serta membutuhkan tanah untuk pertanian baik berupa sawah 
maupun tambak. 
Praktek sewa-menyewa di tengah-tengah masyarakat banyak sekali 
masalah dan liku-likunya. Dengan demikian apabila tanpa adanya aturan dan 
norma-norma yang tepat maka pasti akan mengakibatkan perpecahan dalam 
masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan 
dalam praktek sewa-menyewa ini agama Islam melalui syari’at Islam dan Negara 
membentuk suatu Undang-undang (dalam hal ini termuat dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan-peraturan yang lain), memberikan 
ketentuan-ketentuan yang sebaik-baiknya. 
Menurut hukum Islam sewa-menyewa termasuk hukum amal yang 
berkaitan erat dengan perbuatan orang Mukallaf. Adapun ketentuan Al-Qur'an 
tentang sewa-menyewa terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32: 
َﻓَرَو ﺎَﻴْﻧﱡﺪﻟا ِةﺎَﻴَﺤْﻟا ﻲِﻓ ْﻢُﻬَﺘَﺸﻴِﻌَﻣ ْﻢُﻬَﻨْﻴَﺑ ﺎَﻨْﻤَﺴَﻗ ُﻦْﺤَﻧ َﻚﱢﺑَر َﺔَﻤْﺣَر َنﻮُﻤِﺴْﻘَﻳ ْﻢُهَأ ﺎَﻨْﻌ
 ﺎﱠﻤِﻣ ٌﺮْﻴَﺧ َﻚﱢﺑَر ُﺔَﻤْﺣَرَو ﺎﻳِﺮْﺨُﺳ ﺎًﻀْﻌَﺑ ْﻢُﻬُﻀْﻌَﺑ َﺬِﺨﱠﺘَﻴِﻟ ٍتﺎَﺟَرَد ٍﺾْﻌَﺑ َقْﻮَﻓ ْﻢُﻬَﻀْﻌَﺑ
َنﻮُﻌَﻤْﺠَﻳ  
 
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
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mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S.  Az-Zukhruf : 32 ).3 
 
Selain landasan dari Al-Qur'an juga diperkuat dengan melalui Hadits 
Rasulullah SAW tentang sewa-menyewa yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, 
bahwa Nabi SAW bersabda: 
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳُر َلﺎَﻗ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑَا ْﻦَﻋ : ُﻩَﺮْﺟَا َﺮْﻴِﺟَْﻻا اﺆَﻄْﻋَا
 ُﻪُﻗَﺮَﻋ َﻒِﺠَﻳ ْنَا َﻞْﺒَﻗ )ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور( 
 
Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah 
kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya” (H.R 
Ibnu Majah).4 
 
Dalam hal pendayagunaan tanah diatur secara khusus oleh hukum Agraria 
kita, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria  (selanjutnya disingkat UUPA) antara lain disebutkan dalam beberapa 
pasal dibawah ini: 
 
a. Pasal 5 : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu 
dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum Agama.5 
b. Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 6 
c. Pasal 10 ayat 1: Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak 
atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau 
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara 
pemerasan.7 
                                                 
3 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, h. 492 
4 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majjah, Juz I, h. 709 
5 Redaksi Sinar Grafika, UU RI, No. 5 1960, h. 27 
6 Ibid, h. 27 
7 Ibid, h. 28 
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d. Pasal 19 ayat 1 : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.8 
 
Penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui 
batas harus dicegah. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 ayat 1 UUPA. 
Segala usaha di bidang Agraria yang mengakibatkan orang lain diperas adalah 
bertentangan dengan jiwa UUPA. Pemerasan ini adalah bertentangan dengan asas 
keadilan sosial serta prikemanusiaan. 
Dengan adanya aturan hukum tentang sewa-menyewa baik hukum Islam 
berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. serta hukum positif yang termuat 
dalam UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA), maka ditetapkan bahwa yang menyangkut tentang praktek 
sewa-menyewa berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum yang ada. 
Berdasarkan hasil pengamatan sementara bahwa orang yang melakukan 
praktek sewa-menyewa tanah dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kec. 
Bungah Kab. Gresik adalah kesemuanya beragama Islam. Namun dalam 
prakteknya terdapat penyimpangan dari aturan-aturan hukum (hukum Islam 
maupun UUPA ) baik dari segi akad perjanjiannya, ketidak tepatan pembayaran 
uang sewa yang seharusnya menururut perjanjian adalah pembayaran diserahkan 
setiap satu tahun sekali tetapi kenyataannya melebihi batas waktu yang telah 
disepakati, serta hal-hal lainnya, sehingga tidak jarang kita temukan terjadinya 
konflik antara mereka. 
                                                 
8 Ibid, h. 31 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5
 
Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktek sewa-menyewa tanah 
sawah yang dijadikan tambak, baik menurut hukum Islam maupun menurut 
ketentuan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
yang berlaku di Negara Indonesia oleh masyarakat Desa Mojopurogede Kec. 
Bungah Kab. Gresik, maka diperlukan penelitian secara diskriptif-analitis tentang 
praktek sewa-menyewa tanah sawah menjadi tambak yang mereka lakukan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembahasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 
maka selanjutnya diperlukan adanya perumusan masalah secara praktis dan 
singkat sebagai kerangka operasional. Rumusan tersebut dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 
1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan 
tambak di  Desa Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus sewa-
menyewa tanah sawah dijadikan tambak tersebut? 
 
 
C. Kajian Pustaka 
Sewa-menyewa adalah akad (perikatan) terhadap sesuatu yang telah 
diketahui mempunyai kegunaan (manfaat) dengan memberikan tukaran yang juga 
diketahui berdasarkan syarat-syarat tertentu. Terjadinya suatu hukum sewa-
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menyewa apabila suatu benda sebagai obyek dibutuhkan oleh seseorang dalam 
sementara waktu untuk digunakan dan pemilik barang bersedia melepaskan 
keadaan sementara itu. Akan tetapi untuk menimbulkan adanya akad sewa-
menyewa diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu sebagai ketentuan yang 
berlaku. 
Walaupun permasalahan sewa-menyewa sering kali dibahas salah satunya 
oleh Taufik Nur Hadi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Dan UUPA 
Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Pertanian Di Kelurahan Cibodasari-
Jabar” pada tahun 1999, skripsinya memaparkan pelaksanaan akad sewa-
menyewa, penggunaan tanah dan waktu habis masa sewa yang dikaitkan dengan 
subyeknya untuk mentaati peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku. 
Kajian yang membedakan dari skripsi penulis adalah kajiannya lebih 
dikhususkan pada sewa-menyewa peralihan pendayagunaan tanah pertanian, yang 
mulanya berupa tanah persawahan kemudian disewa dan selanjutnya oleh 
penyewa diubah menjadi tanah pertambakan.  
Dari pemaparan di atas membuktikan bahwa belum ada yang membahas 
masalah sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak. Sehingga masalah 
ini menjadi inspirasi bagi penulis untuk diteliti. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan studi dalam penulisan skripsi ini adalah : 
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a. Memberikan penjelasan pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah yang 
dijadikan tambak di  Desa Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik. 
b. Untuk mengetahui kasus sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak 
tersebut terdapat penyimpangan atau tidak dari hukum Islam dan hukum 
positif. 
 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, kegunaan hasil penelitian yang 
ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan serta menambah 
wawasan kepada pembaca. 
b. Untuk menguji kemampuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh 
selama di bangku kuliah. 
 
2. Kegunaan Praktis 
a. Dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan 
ada titik singgung dengan masalah ini dan dapat digunakan sebagai 
alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan kasus 
sewa-menyewa tanah. 
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b. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam program 
pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang ada 
kaitannya dengan sewa-menyewa. 
 
F. Definisi Operasional 
Terdapat konsep-konsep yang termasuk dalam judul skripsi ini yang perlu 
dijelaskan definisi operasionalnya dengan tujuan agar diperoleh pengertian yang 
jelas terhadap permasalahannya, yaitu : 
a. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan al-Qur'an, 
Hadits, serta ijtihad para ulama, tentang tingkah laku mukallaf (orang yang 
sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat 
bagi semua pemeluk agama Islam.9 
b. UU Pokok Agraria adalah Kaidah-kaidah yang mengatur hal pengurusan 
tanah pertanian dan upaya pengelolaannya dalam hal ini adalah UU No. 5 
Tahun 1960.10 
c. Sewa-menyewa adalah akad (perikatan) terhadap sesuatu yang telah diketahui 
mempunyai kegunaan (manfaat) dengan memberikan tukaran yang juga 
diketahui berdasarkan syarat-syarat tertentu.11 
d. Tanah sawah menjadi tambak adalah berubahnya fungsi yang asalnya tanah 
tersebut berupa sawah kemudian diubah menjadi tambak. 
                                                 
9 Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, h. 3 
10 Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, h. 11 
11 Punomo Sudriman, Hukum Islam, h. 158 
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G. Metode Penelitian 
1. Data Yang Digali  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya 
maka data yang dihimpun meliputi : 
a. Data tentang letak geografis daerah penelitian dan struktur organisasi 
desa, meliputi : 
- Keadaan alam daerah penelitian 
b. Data tentang pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan 
tambak meliputi : 
- Subyek dan obyek dalam sewa-menyewa tanah sawah menjadi tambak 
- Cara melakukan akad sewa-menyewa tanah 
- Cara menentukan harga 
- Cara melakukan pembayarannya 
c. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan antara pihak 
yang menyewakan dan pihak penyewa meliputi : 
- Faktor-faktor yang timbul dari pihak yang menyewakan  
- Faktor-faktor yang timbul dari pihak penyewa 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas : 
a. Sumber data primer : 
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1) Wawancara dengan Kepala Desa, pihak yang menyewakan, dan pihak 
penyewa tanah sawah yang dijadikan tambak. 
2) Dokumen yang berupa surat perjanjian sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan tambak. 
3) Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya. 
4) Hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah sewa-menyewa 
(ijarah). 
5) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 
6) Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. 
7) Fikih Muamalah karya Hendi Suhendi. 
8) Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Zainuddin Ali. 
b. Sumber data sekunder : 
1) Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta 
karya Perlindungan. 
2) Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat karya Soerojo Wingijodipuro. 
3) Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria karya Chaidir Ali. 
4) Dan sebagainya. 
3. Tehnik Pengumpulan Data 
Tahnik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan 
untuk penelitian dalam rangka  pengumpulan data dengan menggunakan 
metode : 
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a. Observasi (Pengamatan) 
Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 
digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-
gejala yang diselidiki.12 
Tehnik observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri 
pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek. Observasi ini merupakan suatu 
tehnik penelitian lapangan dalam rangka mengumpulkan data, dimana 
peneliti memainkan peranan sebagai partisipan dalam suatu lingkaran 
kultural obyek yang diteliti. Observasi merupakan proses di mana peneliti 
memasuki latar atau suasana tertentu dengan tujuan melakukan 
pengamatan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa dalam latar memiliki 
hubungan. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Desa 
Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik, mulai dari cara pemilik tanah 
mempengaruhi kepada calon penyewa, cara pemilik tanah menawarkan 
kepada si penyewa, cara melakukan akad sewa-menyewa tanah, dan cara 
melakukan pembayarannya. 
b. Interview (Wawancara) 
Adalah metode yang digunakan untuk menggali data-data dengan 
tanya jawab serta face to face kepada informan dengan sistematis dan 
berlandaskan tujuan penelitian.13 
                                                 
12 Cholid Narbuko, Metode Penelitihan, h. 70 
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Melalui tehnik ini peneliti berupaya menemukan pengalaman-
pengalaman subyek informan penelitian dari topik tertentu. Dalam hal ini 
subyek interview (wawancara) kepada para pemilik dan penyewa tanah 
serta perangkat desa. 
Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara pertanyaan harus 
disiapkan terlebih dahulu agar wawancara tersebut tidak menyimpang dari 
informasi yang diinginkan peneliti dan lebih sesuai dengan tujuan 
penggalian data yang diperlukan kepada subyek wawancara tersebut 
dilakukan sehingga peneliti mendapat informasi yang jelas dari jawaban 
informan tersebut. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda 
tertulis. Dalam melaksanakan metode ini peneliti mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, internet, notulen rapat, 
surat kabar, majalah, agenda dokumen, buku-buku, dan peraturan-
peraturan.14 
Melalui metode ini, peneliti berusaha menggali data dengan cara 
menelaah arsip-arsip dan rekaman. Adapun arsip-arsip yang ditelaah 
dalam penelitian ini ialah berkisar tentang profil desa, data surat 
perjanjian, serta buku-buku yang berhubungan dengan sewa-menyewa 
                                                                                                                                           
13 Ibid, h. 70 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitihan, h. 200 
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menurut hukum Islam dan hukum positif, dalam hal ini adalah UU Pokok 
Agraria (UUPA). Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian diseleksi 
sesuai dengan fokus penelitian. 
4. Tehnik Pengolahan Data 
Data-data yang diperoleh dari lapangan, diolah secara kualitatif 
dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Pengolahan data dengan cara editing yakni memeriksa kembali semua data 
yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 
keselarasan antara satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman 
satuan atau kelompok. 
b. Pengorganisasian data adalah menyusun dan mensistematiskan data yang 
diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya. 
5. Metode Analisis Data 
 Penelitihan ini merupakan penelitihan kualitatif, yaitu melakukan 
pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitihan kualitatif 
lebih suka mengunakan teknis analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu 
mengkaji masalah secara kasus-perkasus. Sedangkan teknik pengumpulan 
data dalam penelitihan kualitatif ialah wawancara mendalam, riset partisipatif, 
pengamatan, dan studi pustaka. 
 Data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitihan, yang 
berupa hasil wawancara, riset, pengamatan, maupun studi pustaka, akan 
dianalisis dengan dua metode yaitu : 
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a. Verifikatif analisis, yaitu proses mengumpulkan, mengolah dan 
memaparkan data-data sehingga menjadi sebuah konfigurasi data yang 
mudah dipahami sehingga tergambarkan permasalahan-permasalahan 
yang sedang dibahas. 
b. Metode Deduktif, yaitu untuk menarik kesimpulan dari pengertian umum, 
yakni mengemukakan teori-teori dari masalah sewa-menyewa dalam 
kaitannya dengan hukum Islam dan isi UU Pokok Agraria, kemudian 
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari pembahasan sewa-
menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Skripsi ini diuraikan dengan sistematika bab perbab yang masing-masing 
bab mengandung sub-sub bab, dimana yang satu dengan yang lainnya mempunyai 
hubungan yang erat. Bab-bab tersebut merupakan suatu kesatuan dan kebulatan 
pengertian dari skripsi ini, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai 
berikut: 
Bab I berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi operasional (penjelasan pengertian variable yang diteliti yang 
bersifat operasional), metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Pada bab II dipaparkan landasan teori yang memuat deskripsi tentang 
sewa-menyewa dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab sewa-
menyewa dalam hukum Islam membahas masalah : Pengertian sewa-menyewa 
dan dasar hukumnya, rukun dan syarat sewa-menyewa, hak dan kewajiban Mu'jir 
dan Musta’jir pembayaran, pembatalan, dan berakhirnya sewa-menyewa. Dalam 
hukum positif dibahas mengenai hak sewa atas tanah menurut ketentuan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA). 
Pada bab III adalah membahas data yang telah dikumpulkan dan akan 
dideskripsikan secara obyektif tentang gambaran umum obyek penelitian dan 
deskripsi praktek sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak di desa 
Mojopurogede kec. Bungah kab. Gresik. 
Pembahasan bab IV adalah berisi analisis terhadap pelaksanaan sewa-
menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak di Desa Mojopurogede kec. 
Bungah kab. Gresik. 
Dan terakhir bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan 
saran-saran. 
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BAB II 
 
SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM DAN 
HUKUM POSITIF (UU No. 5 Tahun 1960) 
 
A. Sewa-menyewa dalam Hukum Islam 
1. Pengertian dan Landasan Hukum 
a. Pengertian  
Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut ijarah, lafadz ijarah 
dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya. Ijarah menurut bahasa ialah 
nama bagi suatu upah (pembayaran).15 
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda 
mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut : 
1) Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah : 
ُﻚْﻴِﻠْﻤَﺗ ُﺪْﻴِﻔُﻳ ٌﺪْﻘُﻋ ٍضﻮَﻌِﺑ ٍةَﺮِﺟْﺄَﺘْﺴُﻤْﻟا ِﻦْﻴَﻌﻟا ِﻦِﻣ ٍةَدﻮُﺼْﻘَﻣ ٍﺔَﻣﻮُﻠْﻌَﻣ ٍﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ   
 
“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”16 
 
2) Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah : 
َﺗٌﺔﱠﻴِﻤْﺴ ﻟاَﻌَﺘَﻠَﻋ ِﺪَﻗﺎُﺾْﻌَﺑَو ﱢﻰِﻣَدﻵا ِﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ ﻰَﻤْﻟا ْﻨُﻘَﻻْﻮِت  
 
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi 
dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.” 17 
 
                                                 
15 Adib Bisri, Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia. h. 4 
16 Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, h. 94 
17 Ibid h. 97 
17 
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3) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.18 
4) Menurut Drs. H. Barmawi Umary, ijarah ialah aqad untuk memiliki 
suatu manfaat yang dimaklumi dengan pembayaran yang tertentu dan 
syarat-syarat yang tertentu.19 
5) Menurut Prof. Drs. H. Zainuddin Ali, MA. Ijarah yaitu suatu transaksi 
sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan 
suatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga 
tertentu dan dalam waktu tertentu.20 
Menurut definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa sewa-
menyewa (ijarah) adalah akad antara kedua belah pihak yang pertama 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan manfaat dari suatu barang 
kepada pihak lain sedangkan pihak kedua menerima pembayaran harga 
sesuai ganti dari manfaat yang diambil dengan ketentuan bahwa batas 
waktu dan harga ganti diketahui dengan jelas. 
b. Landasan Hukum  
Bahwa hukum bermuamalah dalam hal ini sewa-menyewa adalah 
mubah (boleh) dan di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma’ 
1) Landasan Qur’aninya 
Allah berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 233. 
                                                 
18 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13. h. 7 
19 Barmawi Umary, Fiqih Ibadah, Mu’amalah dan Munakahat, h. 115 
20 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 150 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
18
 
 َﺔَﻋﺎَﺿﱠﺮﻟا ﱠﻢِﺘُﻳ ْنَأ َداَرَأ ْﻦَﻤِﻟ ِﻦْﻴَﻠِﻣﺎَآ ِﻦْﻴَﻟْﻮَﺣ ﱠﻦُهَدﺎَﻟْوَأ َﻦْﻌِﺿْﺮُﻳ ُتاَﺪِﻟاَﻮْﻟاَو
 ﺎﱠﻟِإ ٌﺲْﻔَﻧ ُﻒﱠﻠَﻜُﺗ ﺎَﻟ ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟﺎِﺑ ﱠﻦُﻬُﺗَﻮْﺴِآَو ﱠﻦُﻬُﻗْزِر ُﻪَﻟ ِدﻮُﻟْﻮَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋَو
َﻣ ﺎَﻟَو ﺎَهِﺪَﻟَﻮِﺑ ٌةَﺪِﻟاَو ﱠرﺎَﻀُﺗ ﺎَﻟ ﺎَﻬَﻌْﺳُو ُﻞْﺜِﻣ ِثِراَﻮْﻟا ﻰَﻠَﻋَو ِﻩِﺪَﻟَﻮِﺑ ُﻪَﻟ ٌدﻮُﻟْﻮ
 ْنِإَو ﺎَﻤِﻬْﻴَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ ﺎَﻠَﻓ ٍرُوﺎَﺸَﺗَو ﺎَﻤُﻬْﻨِﻣ ٍضاَﺮَﺗ ْﻦَﻋ ﺎًﻟﺎَﺼِﻓ اَداَرَأ ْنِﺈَﻓ َﻚِﻟَذ
 ْﻢُﺘْﻴَﺗاَء ﺎَﻣ ْﻢُﺘْﻤﱠﻠَﺳ اَذِإ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ ﺎَﻠَﻓ ْﻢُآَدﺎَﻟْوَأ اﻮُﻌِﺿْﺮَﺘْﺴَﺗ ْنَأ ْﻢُﺗْدَرَأ
ِﺑٌﺮﻴِﺼَﺑ َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأ اﻮُﻤَﻠْﻋاَو َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘﱠﺗاَﻮِﻓوُﺮْﻌَﻤْﻟﺎ  
 
Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.. (QS. 
Al-baqarah: 233)21 
 
Firman Allah swt. Surat Al-Qoshosh ayat 26 dan 27: 
ِﻣَﺄْﻟا ﱡيِﻮَﻘْﻟا َتْﺮَﺟْﺄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ َﺮْﻴَﺧ ﱠنِإ ُﻩْﺮِﺟْﺄَﺘْﺳا ِﺖَﺑَأﺎَﻳ ﺎَﻤُهاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻟﺎَﻗُﻦﻴ.  َلﺎَﻗ
 ٍﺞَﺠِﺣ َﻲِﻧﺎَﻤَﺛ ﻲِﻧَﺮُﺟْﺄَﺗ ْنَأ ﻰَﻠَﻋ ِﻦْﻴَﺗﺎَه ﱠﻲَﺘَﻨْﺑا ىَﺪْﺣِإ َﻚَﺤِﻜْﻧُأ ْنَأ ُﺪﻳِرُأ ﻲﱢﻧِإ
 َءﺎَﺷ ْنِإ ﻲِﻧُﺪِﺠَﺘَﺳ َﻚْﻴَﻠَﻋ ﱠﻖُﺷَأ ْنَأ ُﺪﻳِرُأ ﺎَﻣَو َكِﺪْﻨِﻋ ْﻦِﻤَﻓ اًﺮْﺸَﻋ َﺖْﻤَﻤْﺗَأ ْنِﺈَﻓ
َﻦﻴِﺤِﻟﺎﱠﺼﻟا َﻦِﻣ ُﻪﱠﻠﻟا  
Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". Berkatalah dia (Syu`aib): "Sesungguhnya aku 
                                                 
21 Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 38 
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bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 
tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka 
aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah 
akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".". 
(Q.S. : al-Qosos ayat 26-27).22 
 
2) Landasan Sunnahnya. 
Diriwatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW. Bersabda:  
 َلﺎَﻗ َةَﺮْﻳَﺮُه ْﻲِﺑَا ْﻦَﻋ :ص ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ) .َﻋ ﷲا َلﺎَﻗ ﱠﻞَﺟَوﱠﺰ : ﺎَﻧَا ٌﺔَﺛَﻼَﺛ
 ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘَﻟا َمْﻮَﻳ ْﻢُﻬُﻤْﺼَﺧ :َرَﺪَﻋ ﱠﻢُﺛ ﻰﺑ ﻰَﻄْﻋَا ٌﻞُﺟَر . َﻞَآَﺄَﻓ اﺮُﺣ َعﺎَﺑ ٌﻞُﺟَرَو
 ُﻩَﺮْﺟَا ِﻪِﻄْﻌُﻳ ْﻢَﻟَو ُﻪْﻨِﻣ ﻰَﻓْﻮَﺘْﺳﺎَﻓ اًﺮْﻴِﺟأ َﺮَﺟْﺄَﺘﺳا ٌﻞُﺟَرَو ُﻪَﻨَﻤَﺛ)ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور(  
 
Dari abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rosulullah saw: 
“Telah berfirman Allah ‘Azza Wa Jalla: ada tiga orang yang akan 
menjadi musuhnya di Hari Qiamat: seorang beri (perjanjian) dengan 
(nama)Ku, kemudian ia berhiyanat, dan seorang jual merdeka, lalu ia 
makan harganya, dan seseorang yang mengambil seorang pelayan, 
lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi tidak ia bayar gajinya.” 
(HR. Muslim)23 
 
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi SAW. Bersabda: 
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳُر َلﺎَﻗ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑَا ْﻦَﻋ : ُﻩَﺮْﺟَا َﺮْﻴِﺟَْﻻا اﺆَﻄْﻋَا
 ُﻪُﻗَﺮَﻋ َﻒِﺠَﻳ ْنَا َﻞْﺒَﻗ )ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور( 
 
Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah 
saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum 
kering keringatnya” (H.R Ibnu Majah).24 
 
 
 
                                                 
22 Ibid, h. 389 
23 Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qoshiri, Al-Jami'u Al-Shohih, Juz III, h.  
24 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majjah h. 709 
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3) Landasan ijma’nya 
Mengenai disyari’atkanya ijarah (sewa-menyewa), semua umat 
bersepakat, tak seorang ulamapun yang membantah kesepakatan 
(ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang 
berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.25 
2. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa (Ijarah) 
a. Rukun sewa-menyewa (ijarah) ialah:26 
1) Yang menyewakan (mu’jir) 
2) Yang menyewa (musta’jir) 
3) Upah (ujroh) 
4) Sighat Ijab Kabul 
5) Barang yang disewakan 
b. Syarat Ijarah (sewa-menyewa) adalah:27 
1) ‘Aqidain, yaitu orang yang berakad antara mu’jir dan musta’jir 
disyaratkan: 
a) Baligh (telah dewasa) 
b) Berakal sehat (tidak gila). Baligh (telah dewasa) dan berakal 
sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak 
melakukan akat sewa-menyewa ini, merupakan syarat umum 
                                                 
25 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h. 11 
26 Dja’far  Amir, Ilmu Fiqh. h. 198 
27 Barmawie Umary, Fiqh Ibadat, Mu’amalah dan Munakahat, h. 115 
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bagi seseorang yang akan melakukan akad. Hal ini mengambil 
dalil dari hadist Nabi yang berbunyi: 
 ْﻦَﻋ ُﻢَﻠَﻘْﻟا َﻊِﻓُر َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر ﱠنَا ﱢﻰِﻠَﻋ ْﻦَﻋ
 ِﻦَﻋَو ﱠﺐِﺸَﻳ ﻰﱠﺘَﺣ ِّﻲِﺒﱠﺼﻟا ِﻦَﻋَو ُﻆَﻘْﻴَﺘْﺴَﻳ ﻰﱠﺘَﺣ ِﻢِﺋﺎﱠﻨﻟا ﱢﻦَﻋ ٍﺔَﺛَﻼَﺛ
    َﻞِﻘْﻌَﻳ ﻰَﺘَﺣ ِنﻮُﻨْﺠَﻤﻟْا  
 
Artinya:“Dari Ali, sesunggunaya Rasulullah saw. Bersabda: 
Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara 
hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, 
seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan 
orang gila sampai ia sehat.”28 
 
c) Cakap melakukan tasharruf  (mengendalikan harta) 
d) Kehendak sendiri, dan 
e) Saling meridhai. Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 29 
 َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﺎﱠﻟِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْﻴَﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُآْﺄَﺗ ﺎَﻟ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ
 ْﻢُﻜِﺑ َنﺎَآ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ْﻢُﻜَﺴُﻔْﻧَأ اﻮُﻠُﺘْﻘَﺗ ﺎَﻟَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٍضاَﺮَﺗ ْﻦَﻋ ًةَرﺎَﺠِﺗ
ﺎًﻤﻴِﺣَر  
 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka” (QS : an-Nisa’: 29)29 
 
2) Ujroh, yaitu upah atau bayaran, disyaratkan diketahui jenis dan 
banyaknya. 
3) Sighat ijab qabul antara mu'jir dan musta’jir disyaratkan harus 
jelas dan dapat difahami. Ijab qabul sewa-menyewa misalnya “Aku 
                                                 
28 Abi ‘Isa Muhammad Ibn Surah, Sunan At-Tirmidzi, Juz III. H. 114 
29 Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan,. h. 84 
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sewakan tanah sawah ini kepadamu selama satu tahun dengan 
biaya sewa Rp. 2 juta”, maka musta’jir menjawab “Aku terima 
sewa tanah sawah ini dengan pembayaran seperti yang anda 
sebutkan”. 
4) Barang yang disewakan, dengan ketentuan: 
a) Hendaknya barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa 
dapat dimanfaatkan kegunaanya. 
b) Hendaknya benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dapat 
diserahkan kepada penyewa berikut kegunaanya. 
c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 
(boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan)  
d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat) nya hanya 
waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.30 
Dalam melaksanakan aktivitas ijarah perlu diperhatikan 
beberapa hal berikut ini:31 
1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas 
kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. 
2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang 
datang dari muajir ataupun dari musta’jir. 
                                                 
30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 118 
31 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, h. 35-36 
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3) Sesuatu yang diakad mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, 
bukan suatu yang tidak berwujud. 
4) Manfaat dari suatu yang menjadi obyek transaksi ijarah mestilah 
berupa suatu yang mubah, bukan suatu yang haram. 
5) Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu 
yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa, yang tidak bertentangan 
dengan kebiasaan yang berlaku. 
Berdasarkan syarat-syarat sewa-menyewa tersebut, perkembangan 
ilmu pengetahuan atau teknologi mengakibatkan terjadinya 
pengembangan pola pikir mengenai ijarah atau sewa-menyewa sehingga 
tetap tampak syarat-syarat dimaksud. Hal ini dikemukakan contoh-contoh 
sebagai berikut: 
1) Menyewa guru untuk mengajar suatu ilmu atau teknologi dapat 
dibenarkan oleh hukum perdata Islam. Rasulullah SAW. 
Memanfaatkan para tawanan perang untuk mengajar para anak-anak 
orang Islam di Madinah. 
2) Seseorang dapat menyewa pihak lain dengan pembayaran berupa 
makanan atau pakaian. 
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3) Barang siapa menyewa sesuatu kemudian menemukanya ada cacat, 
maka dia berhak untuk membatalkannya jika ia tidak mengetahui 
sebelumnya bahwa barang yang disewa mempunyai cacat.32 
3. Hak dan Kewajiban Mu’jir dan Musta’jir  
Subyek sewa-menyewa adalah orang yang menyewakan (Mu’jir) dan 
penyewa (Musta’jir). Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus 
dijalankan setelah tentunya mereka melakukan persetujuan akad dari sewa-
menyewa tersebut. Hak dan kewajiban mereka di sini adalah : 
a. Hak dan kewajiban bagi Mu’jir. 
1) Mu’jir berhak menerima segala sewaannya. 
2) Mengizinkan  pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang 
menyewanya. 
3) Memelihara barang yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan 
yang ada pada barang yang disewakan. 
4) Menyerahkan barang yang dipersewakan kepada si penyewa, karena ia 
telah mempermilikkan manfaat dengan terjadinya aqad Ijarah.33 
 
b. Hak dan kewajiban bagi Musta’jir. 
1) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakai sewaannya oleh orang 
lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali di 
                                                 
32 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 150-151 
33 Muhammad Anwar,  Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum 
Perdata dan Pidana Islam) Cet. II, h.74 
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waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh. 
Maka tidak boleh adanya penggantian pemakai. 
2) Penyewa berhak mengambil manfaat dari hasil barang sewaannya. 
3) Membayar sewaan sebagaiman yang telah ditentukan. 
4) Merawat barang sewaan, seperti menyabit rumput dan sebagainya. 
5) Mengembalikan barang sewaan itu bila habis masa sewanya atau bila 
ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesai atau putusnya sewaan. 
6) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya 
kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya.34 
4. Pembayaran, Pembatalan, dan Berakhirnya Ijarah (sewa-menyewa) 
a. Pembayaran sewa 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad 
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak 
ada ketentuan penagguhannya. menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan 
upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 
Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu 
sendiri, jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir, 
Ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (musta’jir) sudah 
menerima kegunaan.35 
                                                 
34 Ibid, h. 74-75 
35 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 121 
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b. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah. 
Ijarah adalah sejenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad 
tidak memiliki hak fasakh (batal), karena ia merupakan akad pertukaran, 
kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh. 
Ijarah (sewa-menyewa) tidak menjadi fasakh (tetap sah), walaupun 
salah seorang dari kedua belah pihak mengadakan akad meninggal dunia 
(yakni pihak I / orang yang menyewakan sesuatu). Atau keduanya 
meninggal dunia, ijarah tetap (tidak batal) sampai habis masa (yang telah 
ditentukan), dan ahli waris pihak kedua II / musta’jir menggantikan 
kedudukannya menyelesaikan manfaat benda / barang yang disewakan.36 
Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut.37 : 
1) Terjadi aib (cacat) pada barang sewaan yang kejadianya ditangan 
penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan barang dan 
binatang yang menjadi ‘ain. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk menjaitkan, karena akal yang tidak mungkin 
terpenuhi sesudah rusaknya (barang). 
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau 
berakhirnya masa, kecuali adanya udzur yang mencegah adanya 
                                                 
36 Syeikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, Fathul Qorib al-Mujib, h. 38 
37 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h. 29 
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fasakh. Seperti jika masa ijarah sawah pertanian telah berakhir 
sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa 
sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada 
pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 
5) Penganut-penganut Mazhab Hanafi berkata: boleh memfasakhkan 
ijarah, karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti 
seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya 
terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak 
memfasakh ijarah. 
 
B. Hak Sewa Atas Tanah Menurut Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 
Hak sewa atas tanah pertanian semula diatur oleh hukum Adat. Namun 
setelah berlakunya Hukum Agraria Nasional, yaitu Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA), maka hak sewa yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA adalah 
hak-hak yang bersifat sementara dan hak itu akan diupayakan hapusnya dalam 
waktu dekat karena sifat sewa itu bertentangan dengan tujuan Hukum Agraria 
Nasional / UUPA. Tujuan pokok UUPA sebagaimana dijelaskan dalam memori 
penjelasan UUPA, sebagai berikut: 
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang 
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian dan keadilan 
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bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang 
adil dan makmur. 
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 
dalam hukum pertanahan. 
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian mengenai hak-hak atas 
tanah bagi rakyat seluruhnya.38 
Meninjau dari pada fungsi sosial terhadap hak atas tanah (sesuai ketentuan 
pasal 6 UUPA), maka pemerintah sebagai subyek utama hukum di Negara 
Indonesia merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut agraria 
dalam kitab UU Pokok Agraria (selanjutnya di singkat UUPA) dan semua hal 
yang menyangkut tentang peralihan hak atas tanah. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah adanya unsur pemerasan yang dilakukan dalam hal peralihan hak atas 
tanah. Peralihan hak-hak atas tanah yang dilakukan dalam hal atas tanah yang 
dimaksud di sini adalah terhadap hak-hak yang bersifat sementara, antara lain 
adalah: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah 
pertanian. 
Hak sewa tanah di sini yang dimaksud ketentuan undang-undang Nomor 5 
Tahun 1960 karena merupakan salah satu dari hak atas tanah yang bersifat 
sementara, maka pembahasannya diikutsertakan pada pembahasan hak pakai 
karena dipandang bahwa hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-
sifat khusus maka disebutkan sendiri. Pernyataan ini dikutip berdasarkan apa yang 
                                                 
38 Redaksi Sinar Grafika, UU RI No. 5 Th. 1960  h. 50-51 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
29
 
yang tertulis dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 44 dan 45, yang 
berbunyi : 
Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat 
khusus maka disebut sendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-
bangunan dengan ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa pertanian hanya 
mempunyai sifat sementara (pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menyewakan 
tanah, karena Negara bukan pemilik tanah. 
Demikianlah sedikit penjelasan tentang hak sewa tanah menurut ketentuan 
UU Nomor 5 Tahun 1960. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan di bawah ini 
beberapa hal yang menyangkut tentang pengetahuan akan hak atas tanah 
pertanian. 
1. Pengertian Hak Sewa Tanah Pertanian 
Hak sewa tanah pertanian ini sebenarnya adalah hak sewa, tetapi 
dianggap sebagai suatu hal yang bersifat sementara yang dibedakan dengan 
hak sewa untuk bangunan yang diatur dalam pasal 44 UUPA lebih jelasnya di 
bawah ini akan diuraikan  secara singkat pengertian hak sewa tanah pertanian 
menurut beberapa ahli atau sarjana hukum. 
Seperti yang telah dilakukan oleh Budi Harsono, yang dimaksud hak 
sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain 
yang memberi sejumlah uang kepada pemilik, dengan perjanjian bahwa setelah 
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yang memberi uang itu menguasai tanahnya selama waktu yang telah 
ditentukan tanahnya akan dikembalikan kepada pemiliknya.39 
Bushar Muhammad dalam mendefinisikan arti bentuk menyewakan 
tanah ini identik dengan sebutan jual tahunan dengan segala peraturannya 
diikutsertakan pada permasalahan hak gadai.40 
Sedang jual tahunan yang dimaksud di sini adalah, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perjanjian 
Adat, sebagai berikut: bahwa jual tahunan yang dalam istilah adat Jawa disebut 
adol taunan, oyodan, trowongan, kemplongan, dan lainnya. Semuanya 
merupakan perjanjian penyerahan sebidang tanah (sawah atau kebun) oleh 
seseorang kepada orang lain dan setelah beberapa tahun setelah ditentukan 
tanah itu dikembalikan lagi kepada yang menyewakan semula.41  
Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas ini dapat dimengerti bahwa 
segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak sewa atas tanah 
berdasarkan UUPA sama halnya dengan peraturan-peraturan yang mengatur 
tentang hak-hak lain atas tanah yang mempunyai sifat sementara seperti hak 
gadai dan lainnya. Karena hak sewa atas tanahpun dipandang sebagai salah 
satu hak yang bersifat sementara, artinya dalam waktu yang akan datang 
diusahakan dihapuskannya karena dalam hak-hak itu terdapat unsur-unsur 
pemerasan. 
                                                 
39 Buedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, h. 310 
40 Bushar Muhammd, Pokok-Pokok Hukum Adat, h. 115 
41 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, 135 
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Sesuai dengan hal di atas, Soebekti Poesponoto dalam bukunya Asas-
asas dan Susunan Hukum Adat pula menyamakan definisi hak sewa terhadap 
hak gadai, dengan ungkapannya sebagai berikut: Dalam pelbagai lingkungan 
hukum adalah terhadap suatu perjanjian yang memakai nama “gadai tanah” 
(dengan ada tambahanya lagi), yang pada hakekatnya adalah suatu perjanjian 
sewa dengan pembayaran uang sewa lebih dulu.42 
Berbicara tetang hak jaminan atas tanah ini, yaitu hak sewa atas tanah 
pertanian, sudah barang tentu berbicara juga tentang hipotek karena dipandang 
dari segi obyek sebagai jaminan tersebut adalah suatu benda tak bergerak. 
Menurut pasal 1162 KUHP hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-
benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi suatu 
perikatan.43. 
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa hipotek itu mengenai 
tujuannya adalah menunjukkan persesuian dengan hak gadai. Akan tetapi 
secara prinsipil hipotek berbeda dengan hak gadai, yaitu bahwa hipotek hanya 
dapat diadakan atas benda tidak bergerak (pasal 1167 KUHPerdata) dan 
selanjutnya karena cara mengadakannya, dalam arti pada hipotek ini 
diperlukan akta yang jelas dan pencatatan hak hipotek dalam register umum.44 
 
 
                                                 
42 Soebekti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, h. 89  
43 Kartasa Poetra, Pembahasan Hukum Benda, h. 38 
44 Chaidir Ali, Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria, h. 205 
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2. Cara Pelaksanaan Sewa-menyewa Tanah Pertanian Sesudah Berlaku Hukum 
Agraria  Nasional 
Hak sewa termasuk golongan hak atas tanah yang harus didaftarkan 
menurut peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. dalam pasal 19 di 
sebutkan: setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 
meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini 
disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)). Akta tersebut bentuknya 
ditentukan oleh menteri Agraria.45 
Ketentuan keharusan pendaftaran transaksi sewa-menyewah tanah 
pertanian ini dimaksudkan untuk adanya alat pembuktian yang kuat mengenai 
perihal kekuasaan atas tanah itu dari pemilik semula kepada penyewa. 
Dengan demikian, barulah dapat dijamin benar-benar bahwa telah 
terjadi peralihan hak atas tanah milik pemberi sewa kepada penyewa. 
Manusia hidup tentram dan damai apabila mereka dapat menggunakan 
hak-hak dan kewajibnya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum 
yang berlaku yang mengatur dalam kehidupan manusia dalam hidup 
bermasyarakat. Sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap 
                                                 
45 Arif. S. UUPA dan Hukum Agraria, Hukum Tanah, dan Beberapa Masalah Hukum Agraria 
dan Hukum Tanah, h. 248 
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pelaksanaan transaksi sewa tanah pertanian hendaklah dalam pelaksanaannya 
dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis dan dibuat di hadapan 
Kepala Desa, tetapi kehadiran pejabat tersebut umumnya bukan merupakan 
syarat bagi sahnya pelaksanaan transaksi sewa-menyewa tanah, tetapi 
dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan demikian mengurangi resiko 
jika di kemudian hari terjadi sanggahan. 
Di dalam transaksi sewa tanah pertanian harus ditetapkan mengenai 
jangka waktu sewa tanah, subyek sewa-menyewa yaitu para pihak yang 
mengadakan perjanjian harus sudah dewasa dan sehat akalnya. Tanah 
pertanian yang disewakan harus berstatus hak milik dengan cara 
pembayarannya secara tunai yang mengadung prinsip “keluar barang keluar 
uang”. 
Ketentuan itulah yang menjadi syarat-syarat transaksi sewa tanah 
dalam hukum adat. Karena transaksi sewa tanah dalam hukum adat 
merupakan penjanjian timbal balik yang bersifat riil dalam lapangan hukum 
harta kekayaan dengan obyek  tanah yaitu penyerahan benda yang berjalan 
serentak dengan penerimaan pembayaran tunai. 
Dari uraian penjelasan tentang cara pelaksanaan sewa tanah pertanian 
di atas, maka untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang persyaratan dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa tanah pertanian pada umumnya : 
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a. Guna Pendaftaran Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa 
Tanah Pertanian 
Dalam ruang lingkup hukum perdata, memandang bahwa dalam setiap 
permasalahan yang mempunyai akibat-akibat hukum yang menyangkut 
hukum perdata apapun halnya bila sudah terdapat di sana suatu janji yang 
telah disepakati antara person yang mengadakan suatu perbuatan hukum 
dengan dasar saling percaya adalah sah. Hal ini sesuai dengan asas-asas 
hukum perdata itu sendiri yang menilai suatu janji dan kepercayaan  sudah 
merupakan suatu perbuatan hukum dan merupakan sendi-sendi yang amat 
penting dalam hukum perdata. Lain halnya dengan hukum pidana dan hukum 
ketatanegaraan, maka dalam hukum perdata ada banyak peraturan-peraturan 
hukum yang terciptanya terserah kepada atau tergantung dari tindakan-
tindakan orang perseorangan yang berkepentingan (partai-autonomi, 
Individuale Rechtesvorning) dan yang tidak diadakan oleh alat-alat 
perlengkapan Negara yang berwajib membentuk Undang-undang,46 
Untuk mengadakan transaksi sewa tanah pertanian dalam praktek, 
maka hendaknya kita mengetahui tentang pelaksanaan untuk melaksanakan 
perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Agraria. 
Sebagaimana dalam pasal 24 UUPA, menyebutkan penggunaan tanah milik 
oleh bukan pemilik dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan47. Hal 
                                                 
46 R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum, h. 38 
47 Arief. S. UUPA dan Hukum Agraria, .h. 6 
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ini dimaksudkan untuk melindungi si pemilik tanah terhadap tindakan 
sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penyewa tanah, atau dengan 
kata lain yaitu untuk mencegah pemindahan hak antara si kuat terhadap si 
lemah. 
1) Pendaftaran Perjanjian Peralihan Hak Tanah Pertanian 
Pasal 19 ayat 1 UUPA mengatakan, bahwa untuk menjamin 
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia. Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan peraturan Pemerintah. Sedangkan pasal 23 ayat 1 UUPA 
mengatakan bahwa hak milik demikian pula peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan. 
Dalam hubungannya dengan transaksi perjanjian sewa-menyewa 
tanah pertanian ini, maka keharusan mendaftarkanya dimaksudkan untuk 
adanya alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan kekuasaan hak 
tanah pertanian dari pemilik semula kepada penyewa tanah. 
Oleh karena Hukum Agraria yang berlaku pada Negara kita sekarang 
ini mulai disesuaikan dengan Stelsel hukum Agraria di Negara modern. 
Maka dengan adanya pendaftaran perjajian sewa tanah tersebut barulah 
dapat dipinjam, peralihan kekuasaan pemilik kepada penyewa tanah. 
2) Akta Peralihan Hak Sewa-menyewa Atas Tanah 
Dengan didaftarkanya perjanjian sewa tersebut, maka sebagai 
akibatnya akan diperoleh akta gadai. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 
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19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu bahwa setiap 
perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan 
sesuatu hak baru atas tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas 
tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat 
oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria.48 
Dalam hal tanah pertanian yang dijadikan objek dalam perjanjian sewa 
tanah pertanian itu belum mempunyai sertifikat atau belum dibukukan, maka 
pasal 25 PP Nomor 10 Tahun 1961 menentukan sebagai berikut : 
a) Harus diserahkan kepada KPT (Kantor Pendaftaran Tanah) yang 
mengatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat. 
b) Daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan KPT, surat 
keterangan KPT tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan 
menggadaikan yang dikuatkan oleh kepala desa dan seorang anggota 
pemerintah desa yang bersangkutan. 
c) Pembuatan akta tersebut harus disaksikan oleh Kepala desa dan seorang 
anggota pemerintah desa yang bersangkutan. 
d) Setelah menerima akta, kepala KPT membekukannya dalam daftar buku 
tanah yang bersangkutan. 
e) Dari akta menyewakan tanah tersebut oleh KPT lalu diberikan sertifikat 
sementara dan yang memperoleh hak sewa atas tanah juga diberikan 
sertifikat sementara dari hak sewa tesebut. 
                                                 
48 Ibid, h. 248 
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Dengan demikian, akta PPAT atas tanah pertanian di sini mempunyai 
fungsi, yaitu : 
- Akta PPAT merupakan bukti perbuatan hukum sewa tanah pertanian. 
- Dengan akta PPAT dinyatakan bahwa tanah pertanian yang menjadi obyek 
perbuatan hukum gadai tersebut telah beralih kekuasaan dari pemilik 
semula kepada penyewa tanah  
- Pendaftaran  
Fungsi PPAT di sini adalah untuk kepastian hukum dari perbuatan 
hukum sewa tanah pertanian, karena dengan melalui akta berarti peralihan 
kekuasaan atas tanah pertanian oleh pemilik semula kepada penyewa telah 
terjadi, atau kekuasaan atas tanah pertanian itu telah diserahkan oleh pemilik 
semula kepada penyewa. 
Dalam pelaksanaan sewa tanah pertanian, perlu diperhatikan adanya 
persyaratan tertentu untuk mempertegas adanya transaksi sewa tanah 
pertanian guna terciptanya kepastian hukum. Oleh karenanya di dalam 
pelaksanaan sewa tanah pertanian itu seharusnya dibuatkan perjanjian sewa 
tanah pertanian yang didaftarkan di PPAT hingga mempunyai akta yang 
otentik. Pemerintah telah mengatur tentang pendaftaran tanah ini dalam 
UUPA dan pelaksanaannya. 
Dalam UUPA diatur mengenai pendaftaran tanah, khususnya dalam 
pasal 19 disebutkan : 
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(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan hukum yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
(3) Pendaftaran diselenggarakan dengan mengingat Negara dan masyarakat, 
keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut Pertimbangan Menteri Agraria.  
(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 2 di atas dengan ketentuan 
bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-
biaya tersebut. 
Dari uraian di atas dijelaskan dalam pasal 19 UUPA dalam 
penjelasannya bahwa pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara 
yang sederhana, mudah dimengerti dan dijelaskan oleh rakyat yang 
bersangkutan. Dari uraian memori penjelasan umum IV (Dasar-dasar untuk 
mengadakan kepastian hukum) dapat kita ketahui bahwa pasal 19 UUPA 
ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, dimaksudkan agar 
seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-
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kadaster” artinya bertujuan menjamin kepastian hukum. Pendaftaran ini 
diselenggarakan dengan mengingat kepentingan serta keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi derta kemungkinan-
kemungkinan dalam bidang personal dan peralatan. 
Salah satu pelaksanaan dari pasal 19 UUPA adalah peraturan 
pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dalam Peraturan Pemerintah tentang 
pendaftaran ini, menyelenggarakan pendaftaran tanah dijadikan tugas dari 
jawatan pendaftaran tanah. 
Sebagaimana sudah dibicarakan sebelumnya bahwa peralihan atas hak 
tanah itu dilakukan di hadapan PPAT dari daerah di mana tanah  atau persil 
itu ada, jadi tidak mungkin seorang PPAT menbuat akta tanah di luar 
wewenangnya. 
Menurut pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961, bahwa perjanjian yang 
salah satu di antaranya bertujuan untuk memindahkan hak, misalnya saja sewa 
tanah pertanian harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di 
hadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria sebagai konsekuensi dari 
pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 ini dibuatkan peraturan lain, yaitu 
peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961, dalam pasal 3 ayat 1 
dijelaskan : 
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Yang dapat diangkat sebagai pejabat adalah : 
a. Notaris 
b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen 
Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang  cukup tentang 
peraturan-peraturan lainya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan 
hak atas tanah. 
c. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat 
d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang telah dilakukan oleh 
Menteri Agraria. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa PPAT ditetapkan oleh Menteri 
Agraria (sekarang Dirjen Agraria) maka tidak mungkin orang lain bertindak 
sebagai PPAT kecuali para asisten wedana yang karena jabatanya juga 
merangkap sebagai PPAT untuk kecamatan wilayahnya. Konsekuensi dari 
pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PMA Nomor 10 Tahun 1961, di 
sebutkan dalam pasal 43 PP Nomor 10 Tahun 1961. “Barangsiapa yang 
membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tampa ditunjuk oleh Menteri 
Agraria, pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan 
dan atau denda sebanyak-bayaknya Rp. 10.000”. Demikian pula dalam pasal 
44 PP Nomor 10 Tahun 1961, para kepala desa dilarang menguatkan 
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perjanjian-perjanjian tersebut dan untuk merekapun dendanya sama seperti di 
atas.49 
Pentingnya pendaftaran tanah dalam transaksi tanah pertanian adalah 
untuk menjamin kepastian hukum dan dimaksudkan untuk adanya alat 
pembuktian yang kuat mengenai alat peralihan kekuasaan atas tanah pertanian 
tersebut dari pemilik tanah semula kepada penyewa tanah. Dengan demikian, 
barulah dapat dijamin bahwa telah benar-benar terjadi peralihan kekuasaan 
atas tanah milik pemilik semula kepada penyewa tanah. 
b. Subyek Dan Obyek Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Pertanian 
1) Subyek Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Pertanian 
Yang dimaksud subyek di sini adalah para pihak yang mengadakan 
perjanjian sewa tanah pertanian tersebut, yaitu pemilik tanah semula dan 
penyewa tanah, subyek yang melaksanakan transaksi sewa tanah pertanian 
itu harus memenuhi syarat, sebagai berikut: 
a) Dewasa, sudah kuat gawe dan hidup terpisah dari orang tua (menurut 
ketentuan hukum adat).50 
b) Perorangan WNI tunggal dan bertempat tinggal di Indonesia (menurut 
ketentuan hukum Agraria).51 
                                                 
49 Perlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata cara Pejabat pembuat Akta. h. 41 
50 Soerojo Wingnjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, h. 104. 
51 Lilik Istikomah, Hak Gadai atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional,     
h. 36 
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Akan tetapi subyek mutlak yang telah ditetapkan dalam pasal 45 
UUPA, bahwa yang dapat menjadi pemegang hak sewa adalah : 
1) Warga Negara Indonesia  
2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 
3) Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia  
4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
Demikan menurut hukum dalam pasal 45 ini bahwa subyek dalam 
pelaksanaan sewa tanah pertanian sama sekali tidak dibatasi. 
2) Objek Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Pertanian 
Yang dijadikan objek dalam perjanjian sewa-menyewa tanah 
pertanian ini adalah tanah pertanian dengan hak milik WNI tunggal. 
Tanah pertanian dengan hak milik di sini dalam arti, bahwa tanah 
pertanian yang dijadikan obyek dalam perjanjian sewa tanah itu harus 
benar-benar merupakan milik dan berada dalam kekuasaan senyata-
nyatanya pihak pemilik tanah pada waktu sebelum diadakan perjanjian 
sewa. 
Sedangkan pemilik tanah pertanian itu disyaratkan harus 
berstatus WNI tunggal, tidak mempunyai kewarga negaraan rangkap 
(WNI dan WNA) karena WNA sama sekali tidak diperkenankan 
mempunyai tanah dengan hak milik di Indonesia. 
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c. Hak Dan Kewajiban Pemilik Tanah Dan Penyewa Tanah Pertanian 
1) Hak pemilik tanah dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a) Menerima sejumlah uang dari penyewa tanah dengan diserahkannya 
kekuasaan atas tanah pertaniannya itu kepada penyewa tanah. 
b) Mengerjakan sendiri tanah pertanian tesebut  
c) Menggunakan hasil dari tanah pertanian tersebut sepenuhnya 
d) Menyuruh pihak ketiga, yaitu orang lain atau si pemilik tanah sendiri 
untuk mengerjakannya dengan perjanjian sewa-menyewa atau bagi 
hasil. 
e) Menyewakan lagi tanah pertanian tersebut kepada orang lain sebelum 
jangka waktu dari sewa yang pertama berakhir. 
2) Kewajiban-kewajiban pemilik dan penyewa tanah. 
Dari hak-hak pemilik tanah dan penyewa yang telah disebutkan, 
adapula kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah 
pihak, yaitu : 
a) Kewajiban Penyewa, yaitu : 
1) Memelihara tanah pertanian itu dengan sebaik-baiknya selama 
jangka waktu sewa itu berlangsung, hal ini mengingat fungsi 
sosial dari tanah yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya 
oleh setiap orang yang bersangkutan. Tanah harus dipelihara 
sedimikian rupa sehingga kerusakan dapat dicegah dan 
kesuburannya dapat ditambah. Siapapun saja yang mempunyai 
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hubungan hukum dengan tanah, yang bersangkutan harus 
memeliharanya. 
2) Menyerahkan kembali tanah pertaniaan itu kepada pemiliknya 
bila mana jangka waktu itu berakhir. 
b) Kewajiban pemilik tanah, yaitu menyerahkan kekuasaan tanah atas 
tanah pertanian miliknya itu kepada penyewa tanah bersamaan 
diterimanya uang sewa. 
d. Tata Cara Pembayaran Dan Berakhirnya Hak Sewa Atas Tanah 
Pada dasarnya, timbulnya hak sewa-menyewa tanah di masyarakat 
disebabkan karena seseorang memerlukan uang dengan menjadikan tanah 
haknya sebagai jaminannya, biasanya orang menyewakan tanahnya bila ia 
dalam keadaan mendesak. 
Mengenai besarnya uang sewa tidak saja tergantung pada kesuburan 
tanahnya, akan tetapi terutama pada kebutuhan akan uang. Oleh karena itu, 
tidak jarang tanah yang subur disewakan dengan uang sewa yang rendah. 
Berhubungan dengan hal itu, maka kebanyakan sewa-menyewa tanah 
pertaniaan itu didasarkan pada imbalan yang sangat merugikan pemilik tanah 
dan amat menguntungkan pihak pelepas uang atau penyewa tanah. 
Adapun cara pembayaran uang sewa menurut ketentuan pasal 44 
UUPA yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1) Pembayaran dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu 
2) Pembayaran dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanahnya 
dipergunakan. 
Ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya hak sewa atas tanah 
tersebut berpedoman pada cara-cara berakhirnya hak hipotek, di dalam pasal 
1209 KUH Perdata disebutkan tiga cara berakhirnya hak tersebut, yaitu: 
a. Dengan berakhinya perikatan pokok, jadi apabila hutang yang dijamin 
dengan hak hipotek itu lenyap, bisa karena hutang itu lunas, bisa juga 
karena perikatan pokoknya lenyap karena daluarsa yang membebaskan 
seseorang dari suatu kewajiban (daluarsa ekstinktif). 
b. Karena pelepasan hipoteknya oleh si berpihutang, jadi apabila kreditur 
yang bersangkutan melepaskan dengan sukarela hak hipoteknya, 
pelepasan dengan suka rela ini tidak ditentukan bentuk hukumnya, tetapi 
tentunya harus dengan jelas dan tegas. Tidaklah cukup dengan 
memberikan maksud hendak melepaskan hak hipotek oleh pemegang hak  
hipotek kepada sembarang orang, pihak ketiga umpamanya. Biasanya 
pelepasan ini dilakukan dengan pemberitahuan kepada pemilik dari benda 
terikat dengan hak hipotek itu. 
c. Karena penetapan tingkat oleh hakim, jadi apabila dengan perantara 
hakim diadakan pembagian uang pendapatan lelang dari benda yang 
dihipotekkan itu kepada pihak kreditur, kreditur yang tidak kebagian 
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pelunasan piutangnya kehilangan hak hipoteknya oleh karena 
pembersihan 
Di samping cara-cara tersebut di atas masih ada cara-cara lain 
hapusnya hak hipotek (hak sewa) atas tanah pada khususnya, yaitu: 
a. Dengan musnahnya benda yang dihipotekkan itu, misalnya dengan 
lenyapnya tanah yang merupakan obyek hak hipotek itu oleh karena 
tenggelam atau tanah longsor. 
b. Dari berbagai peraturan dapat juga disimpulkan cara-cara hapusnya hak 
hipotek seperti misalnya dari pasal 1169 KUHPerdata: Kalau pemilik 
benda bergerak yang dihipotekkan itu mempunyai hak bersyarat atas 
benda tersebut maka hak bersyarat itu terhenti. 
c. Dengan berakhirnya jangka waktu yang mana hak hipotek tersebut 
diberikan maka hapuslah hak hipotek tersebut.52 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 Kartasapoetra, Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya hokum Benda Hipotek, h. 66-
67. 
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BAB III 
PRAKTEK SEWA-MENYEWA TANAH SAWAH 
DIJADIKAN TAMBAK DI DESA MOJOPUROGEDE 
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitihan 
1. Keadaan wilayah 
Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik memiliki 
wilayah seluas 329.810 Ha. Yang terdiri dari : 
Tabel I 
No. Penggunaan Luas (Ha) 
1. Pemukiman Umum 8.860 
2. Perkantoran 0.090 
3. Sekolahan 0 
4. Pertokoan 0 
5. Pasar 0 
6. Sawah setengah teknis 7.600 
7. Ladang/Tegalan 103.393 
8. Tambak 186.446 
9. Kolam 4.000 
10. Jalan 0 
11. Kuburan 13.877 
12. Lain-lain 0 
Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede. 
Batas-batas wilayah Desa Mojopurogede adalah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara  : Desa Padang Bandung Kec. Dukun 
b. Sebelah Selatan  : Bengawan Solo 
c. Sebelah Barat  : Desa Sidomukti Kec. Bungah 
d. Sebelah Timur  : Desa Mojopurowetan Kec. Bungah 
48 
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2. Topografi atau Bentang lahan Desa Mojopurogede hanya terdiri dari dataran 
dengan luas 329.810 Ha. Lebih jelasnya dapat di lihat di tabel I.   
3. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan) 
a. Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat     : 7 KM 
b. Lama tempuh ke ibu kota Kecamatan terdekat    : ½ Jam 
c. Jarak ke ibu kota kabupaten Surabaya/kota terdekat   : 24KM 
d. Lama tempuh ke ibu kota kabupaten Surabaya/kota terdekat  : 1 Jam 
4. Kondisi Penduduk 
Jumlah penduduk di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik sebanyak 4.403 orang dengan pembagian sebagai berikut : 
a. Jenis Kelamin 
1) Laki-laki  : 2.192 orang 
2) Perempuan  : 2.211 orang 
3) Kepala Keluarga : 1.154 KK 
b. Usia 
Tabel II 
No. Usia Jumlah 
1. 0-12 Bulan 40 Orang 
2. 1 tahun 38 Orang 
3. 2 tahun 56 Orang 
4. 3 tahun 88 Orang 
5. 4 tahun 37 Orang 
6. 5 tahun 35 Orang 
7. 6 tahun 40 Orang 
8. 7 tahun 41 Orang 
9. 8 tahun 98 Orang 
10. 9 tahun 106 Orang 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
49
 
11. 10 tahun 55 Orang 
12. 11 tahun 52 Orang 
13. 12 tahun 57 Orang 
14. 13 tahun 54 Orang 
15. 14 tahun 56 Orang 
16. 15 tahun 53 Orang 
17. 16 tahun 64 Orang 
18. 17 tahun 63 Orang 
19. 18 tahun 62 Orang 
20. 19 tahun 112 Orang 
21. 20 tahun 110 Orang 
22. 21 tahun 114 Orang 
23. 22 tahun 27 Orang 
24. 23 tahun 26 Orang 
25. 24 tahun 28 Orang 
26. 25 tahun 25 Orang 
27. 26 tahun 29 Orang 
28. 27 tahun 24 Orang 
29. 28 tahun 29 Orang 
30. 29 tahun 81 Orang 
31. 30 tahun 77 Orang 
32. 31 tahun 85 Orang 
33. 32 tahun 80 Orang 
34. 33 tahun 84 Orang 
35. 34 tahun 83 Orang 
36. 35 tahun 82 Orang 
37. 36 tahun 85 Orang 
38. 37 tahun 78 Orang 
39. 38 tahun 85 Orang 
40. 39 tahun 67 Orang 
41. 40 tahun 65 Orang 
42. 41 tahun 69 Orang 
43. 42 tahun 67 Orang 
44. 43 tahun 70 Orang 
45. 44 tahun 71 Orang 
46. 45 tahun 68 Orang 
47. 46 tahun 70 Orang 
48. 47 tahun 65 Orang 
49. 48 tahun 71 Orang 
50. 49 tahun 79 Orang 
51. 50 tahun 76 Orang 
52. 51 tahun 80 Orang 
53. 52 tahun 79 Orang 
54. 53 tahun 79 Orang 
55. 54 tahun 78 Orang 
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56. 55 tahun 75 Orang 
57. 56 tahun 81 Orang 
58. 57 tahun 78 Orang 
59. 58 tahun 76 Orang 
60. > 58 tahun 422 Orang 
Jumlah 4.403 Orang 
 Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede. 
c. Pertumbuhan Penduduk 
Tabel III  
No. Keterangan Jumlah 
1 Jumlah penduduk tahun ini 4.403 orang 
2 Jumlah penduduk tahun lalu 4.462 orang 
  Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede  
Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk Desa Mojopurogede 
terhitung padat dan pertumbuhan penduduknya tidak terlalu banyak.  
 
B. Kehidupan Keagamaan 
Mayoritas dan bisa dikatakan keseluruhan masyarakat Desa Mojopurogede 
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, adalah memeluk agama Islam. Di desa 
tersebut terdapat banyak kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh lembaga 
pesantren maupun yang diadakan oleh RT atau RW di lingkungan masing-masing. 
Di antara kegiatannya sebagai berikut : 
1. Pengajian rutin yang diadakan oleh lembaga pesantren 
2. Tahlil yang diadakan oleh sebagian masyarakat setempat. Baik di Masjid 
maupun di rumah-rumah. 
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3. Jam’iyah Dibaiyah yang diadakan oleh santri pondok pesantren dan anggota 
REMAS (Remaja Masjid). 
4. Yasinan yang diadakan oleh sebagian RT atau RW di lingkungan masing-
masing. 
5. Sekolah diniyah oleh santri Pondok Pesantren. 
 
C. Keadaan Sosial Ekonomi 
Di Desa Mojopurogede mayoritas penduduknya berpenghasilan atau mata 
pencahariannya adalah sebagai petani baik petani sawah maupun tambak. 
Sebagaimana tabel sebagai berikut : 
Tabel IV 
No. Keterangan Jumlah 
1 Petani sawah/tambak 769 orang 
2 Pekerja di sektor jasa/pedagang  128 orang 
3 Pekerja di sektor industri  39 orang 
Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede 
Disamping sebagai petani sawah atau tambak, masyarakat Desa 
Mojopurogede juga mempunyai usaha lain untuk memperlancar dan memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari misalnya dengan cara berdagang, menjadi guru, jasa 
angkutan bermotor (ojek) dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel V 
Jumlah Orang No Jasa Perdagangan 
Pemilik Pekerja 
1 Pasar Desa/Kelurahan 0 - 
2 Warung 0 6 
3 Kios 0 18 
4 Toko 0 - 
5 Pegawai Desa 0 15 
6 PNS 0 29 
7 Guru 0 35 
8 Bidan 0 1 
9 Perawat/Mantri Kesehatan 0 1 
10 Pegawai Swasta 0 30 
11 Pensiunan ABRI/Sipil 0 9 
12 Jasa Angkutan 0 25 
13 Jasa Mobil Kendaraan 0 5 
Jumlah 0 183 
Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede 
Sedangkan untuk kesehatan, di Desa Mojopurogede hanya ada 1 
Poliklinik/Polindes. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat di tabel : 
Tabel VI 
Keterangan No Jenis Prasarana 
Ada/Tidak Baik/Rusak 
1 Rumah sakit Umum (RSU) Tidak Ada - 
2 RS Tidak Ada - 
3 Puskesmas Tidak Ada - 
4 Puskesmas Posyandu Tidak Ada - 
5 Poliklinik/Polindes Ada Baik 
Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede 
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D. Keadaan Sosial Pendidikan 
a. Tingkat Pendidikan Penduduk 
Tingkat pendidikan penduduk di Desa Mojopurogede tersebut mulai 
dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sarjana Strata-2 (S2). Untuk 
lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel VII 
No. Uraian Jumlah 
1 Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf 0 orang
2 Penduduk tidak tamat SD/sederajat 542 orang
3 Penduduk tamat SD/sederajat 955 orang
4 Penduduk tamat SLTP/ sederajat 1.352 orang
5 Penduduk tamat SLTA/sederajat 1.419 orang
6 Penduduk tamat D-1 0 orang
7 Penduduk tamat D-2 53 orang
8 Penduduk tamat D-3 0 orang
9 Penduduk tamat S-1 81 orang
10 Penduduk tamat S-2 1 orang
11 Penduduk tamat S-3 0 orang
Jumlah Penduduk 4.403 orang 
Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede 
Dari data di atas menunjukkan keadaan pendidikan masyarakat Desa 
Mojopurogede cukup baik.  
b. Prasarana Pendidikan 
Prasarana pendidikan di Desa Mojopurogede cukup lengkap sehingga 
sedikit sekali masyarakat Desa Mojopurogede yang buta huruf, bahkan tidak 
ada. Prasarana pendidikan formal mulai dari TK sampai SLTA tersedia, untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel VIII 
Keterangan No Jenis Prasarana 
Ada/Tidak Baik/Rusak 
1 Taman Kanak-kanak (TK) Ada Baik 
2 SD/Sederajat Ada Baik 
3 SLTP/Sederajat Ada Baik 
4 SLTA/Sederajat Ada Baik 
5 Universitas/sekolah Tinggi Tidak Ada  - 
Data di Kantor Balai Desa Mojopurogede 
 
E. Praktek Sewa-menyewa Tanah Sawah Dijadikan Tambak di Desa 
Mojopurogede Kecamatan Bungah kabupaten Gresik 
Dari hasil penelitihan yang telah peneliti lakukan di Desa 
Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Pada bulan Juni tahun 
2009, secara langsung kepada para pemilik tanah sawah yang dijadikan tambak 
serta kepada para penyewa dan aparat Desa Mojopurogede. Yakni pada umumnya 
masyarakat Desa Mojopurogede dalam melaksanakan praktek sewa-menyewa 
sudah tidak lagi menggunakan hukum adat, tetapi menggunakan peraturan atau 
Undang-undang yang berlaku yakni menurut ketentuan Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA), dan hanya sebagian kecil saja yang masih menggunakan hukum 
adat. 
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Mojopurogede Bapak 
M. Nasih S.Pd, yang mengatakan bahwa “Praktek muamalah di Desa 
Mojopurogede baik jual-beli (al-bai’), sewa-menyewa (al-Ijarah), maupun 
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praktek muamalah yang lain, adalah telah banyak yang menggunakan ketentuan 
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dan hanya sebagian kecil saja 
yang masih menggunakan hukum adat”.53 
Namun demikian walaupun sebagian besar masyarakat Desa 
Mojopurogede dalam hal bermuamalah telah banyak yang mengikuti ketentuan 
perundangan, tetapi tidak jarang peniliti menemukan banyak kasus atau masalah 
yang terdapat dalam praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Mojopurogede. Hal ini terbukti dalam praktek sewa-menyewa tanah sawah yang 
dijadikan tambak yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Mojopurogede. 
Adapun perincian pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah menjadi 
tambak yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan 
Bungah Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut : 
1. Subyek dan Obyek dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak 
Subyek (pelaku) dalam sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak 
ini adalah para pemilik tanah (yang menyewakan) dan para penyewa. 
Sedangkan obyeknya adalah tanah sawah yang dijadikan tambak yang ada di 
Desa  Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 
Adapun jumlah subyek/orang yang melakukan sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan tambak yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik ini berdasarkan dari hasil penelitihan, mereka yang 
melakukan praktek sewa-menyewa tersebut adalah berjumlah 6 (enam) orang 
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sebagai pemilik tanah (yang menyewakan) dan 3 (tiga) orang sebagai 
penyewa. 
Enam orang sebagai pemilik tanah (yang menyewakan) tersebut 
adalah : 
a. Bapak M. Zainul Arifin dengan alamat Dusun Kening RT. 12 RW. 04 
Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Tanah yang 
disewakan berdasarkan data adalah seluas 250 m² atau sama dengan ¼ 
Ha.54 
b. Bapak Drs. M. Ismail dengan alamat Dusun Bangunrejo RT. 4 RW. 02 
Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Tanah yang 
disewakan adalah seluas 300 m².55 
c. Bapak M. Syamsuddin S.Pd dengan alamat Dusun Bangunrejo RT. 4 
RW. 02 Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 
Tanah yang disewakan berdasarkan data adalah seluas 500 m² atau sama 
dengan ½ Ha.56 
d. Bapak Suhaimi dengan alamat Dusun Jeraganan RT. 7 RW. 03 Desa 
Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Tanah yang 
disewakan adalah seluas 270 m².57 
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e. Bapak Roihan dengan alamat Dusun Jeraganan RT. 7 RW. 03 Desa 
Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Tanah yang 
disewakan adalah seluas 200 m².58 
f. Bapak Mushollin dengan alamat Dusun Kalitebon RT. 14 RW. 05 Desa 
Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Tanah yang 
disewakan adalah seluas 250 m² atau sama dengan ¼ Ha.59 
Sedangkan para penyewa berdasarkan data adalah : 
a. Bapak H. Khusen dengan alamat Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar 
Kabupaten Gresik. 
b. Bapak H. Yasfihan dengan alamat Desa Mojopurowetan Kecamatan 
Bungah Kabupaten Gresik. 
c. Bapak H. Abdul Najib dengan alamat Desa Karangbinangun Kecamatan 
Karangbinangun Kabupaten Lamongan. 
2. Proses Transaksi atau Cara Melakukan  Akad   
Akad disini merupakan ungkapan perjanjian tentang segala hal yang 
menyangkut dari pelaksanaan sewa-menyewa antara pemilik tanah dengan 
penyewa dengan bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara 
keduanya. Transaksi/akad sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak yang 
ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 
berdasarkan hasil penelitihan adalah dilakukan menurut ketentuan Peraturan 
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Pemerintah atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya surat perjanjian tertulis. 
Dalam proses transaksi tersebut adalah satu orang pemilik tanah dan 
satu orang penyewa hadir di Kantor Kepala Desa dimana keduanya bersepakat 
untuk menentukan isi perjanjian. Pada waktu proses akad berlangsung selain 
dihadiri pemilik dan penyewa tanah juga dihadiri oleh para saksi. Seperti telah 
dinyatakan oleh Bapak M. Zainul Arifin dalam wawancaranya beliau 
mengatakan “Selain saya dan penyewa yang hadir ada juga para saksi. Yang 
menjadi saksi saat proses transaksi ada lima orang yakni Bapak Djupri, Bapak 
Yasak, Bapak Abd. Malik, Bapak Yahya, dan Bapak Misnan”.60  
Contoh surat perjanjian sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak 
yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, milik 
Bapak M. Zainul Arifin adalah sebagai berikut : 
SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH SAWAH 
DIJADIKAN TAMBAK 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama  : M. Zainul Arifin 
Umur  : 31 Tahun 
Pekerjaan  : Dagang 
Alamat  : Ds. Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik 
Yang selanjutnya disebut pihak pertama (yang menyewakan) 
2. Nama  : H. Khusen 
Umur  : 50 Tahun 
Pekerjaan  : Dagang 
Alamat  : Ds. Tanggulrejo Kec. Manyar Kab. Gresik 
Yang selanjutnya disebut pihak kedua (yang menyewa) 
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Telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan tambak (tanah sawah Nisor Embong) di Desa Mojopurogede 
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dengan perjanjian sebagai berikut: 
a. Untuk nama M. Zainul Arifin dengan setoran : 1.750 Kg/setiap 
tahunnya. 
b. Disewakan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Agustus 
1991 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2001. 
c. Setoran berupa gabah kering (apabila diuangkan dengan harga umum). 
d. Setoran paling akhir bulan Agustus untuk setiap tahun. 
e. Pihak kedua tidak diijinkan untuk menyewakan sebagian atau 
keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak pertama. 
Demikian surat perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan atau hal-
hal yang belum diatur dalam perjanjian akan diadakan perubahan dengan jalan 
musyawarah antara kedua belah pihak.  
 
3. Penentuan Harga 
Dalam menentukan harga sewa-menyewa tanah sawah dijadikan 
tambak yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten 
Gresik, menurut hasil wawancara dalam hal ini wawancara dengan Bapak 
Drs. M. Ismail, beliau mengatakan “Untuk menentukan harga sewa (setoran) 
dalam setiap tahunnya penyewa harus membayar setoran berupa gabah kering 
(apabila diuangkan dengan harga umum). Yakni dengan setoran sebanyak 
2.000 Kg/setiap tahunnya. Besar setoran berbeda-beda berdasarkan  luas tanah 
antara luas tanah yang lebih kecil dengan luas tanah yang lebih besar”.61 
Pernyataan tersebut tertulis dalam isi surat perjanjian. 
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4. Sistem Pembayaran 
Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa tanah sawah dijadikan 
tambak yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten 
Gresik, adalah dibayar setiap satu tahun sekali, berdasarkan bukti isi surat 
perjanjian yang menyebutkan hal tersebut. Pernyataan ini juga disampaikan 
oleh ke enam pemilik tanah sawah dijadikan tambak yang ada di Desa 
Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.  
Salah satu contoh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suhaimi 
yakni “Dalam kesepakatan pembayaran sewa-menyewa tanah sawah dijadikan 
tambak bahwa penyetoran yang dilakukan oleh penyewa adalah 
disetor/dibayar setiap satu tahun sekali. Setoran paling akhir bulan Agustus 
untuk setiap tahunnya”.62 
5. Faktor yang menimbulkan Perselisihan 
  Tanah merupakan kebutuhan utama dan akan selalu dibutuhkan 
dimasa-masa mendatang secara berkesinambungan. Demikian ini dapat kita 
rasakan sebab kebutuhan manusia terhadap tanah baik itu sebagai tempat 
tinggal, bangunan maupun sebagai lahan pertanian/pertambakan, yang 
merupakan sumber penghasilan khususnya bagi masyarakat pedesaan. 
  Didalam prakteknya dilapangan bahwa dalam hal muamalah, 
masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 
khususnya hal sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak terdapat banyak 
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kasus atau masalah yang menjadikan perselisiahan diantara pihak yang 
menyewakan dengan pihak penyewa. 
a. Faktor yang timbul dari pihak yang menyewakan 
  Diantara hal-hal yang menjadi faktor perselisihan antara yang 
menyewakan dengan penyewa dalam praktek sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan tambak yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik, yang timbul dari pihak yang menyewakan (pemilik 
tanah) adalah sebagai berikut : 
1) Tidak jarang pemilik tanah (yang menyewakan) meminta uang setoran 
kepada penyewa sebelum waktunya. Hal ini disampaikan oleh Bapak 
H. Abdul Najib sebagai penyewa tanah "Bahwa sering terjadi 
perselisihan yang dikarenakan para pemilik (yang menyewakan) 
meminta uang setoran sebelum waktunya, seharusnya jatuh tempo 
penyewa harus membayar kepada yang menyewakan adalah akhir 
bulan agustus, tetapi yang menyewakan memaksa untuk memintanya 
sebelum bulan agustus, dengan alasan digunakan untuk hajatan dan 
lain sebagainya".63 
2) Para pemilik tanah (yang menyewakan) meminta kembali tanah 
miliknya sebelum masa persewaan habis. Hal semacam ini dapat 
merugikan para penyewa. Seperti pernyataan salah satu penyewa yakni 
Bapak H. Khusen "kami sebagai penyewa merasa dirugikan apabila 
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ada pemilik tanah (yang menyewakan) itu mengambil kembali tanah 
miliknya sebelum habis masa sewanya."64 
b. Faktor yang timbul dari pihak penyewa 
  Diantara hal-hal yang menjadi faktor perselisihan antara yang 
menyewakan dengan penyewa dalam praktek sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan tambak yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik, yang timbul dari pihak penyewa adalah sebagai 
berikut: 
1) Dalam perjanjian tidak disebutkan kalau tanah yang disewa itu 
dijadiakan satu (istilah jawanya dijebol)65 dengan tanah lain yang 
disewa oleh penyewa, dengan alasan agar dapat menghasilkan yang 
lebih banyak. Tetapi dalam kenyataannya tanah dari ke enam pemilik 
(yang menyewakan) itu semua di jebol dijadikan satu. Hal semacam ini 
dapat menyulitkan apabila dikemudian hari dengan sangat mendesak 
tanah tersebut ingin diambil kembali oleh pemilik tanah. Pernyataan itu 
disampaikan oleh ke enam pemilik tanah (pihak yang menyewakan) 
2) Uang setoran (Uang sewa) tidak sama dengan yang ada diperjanjian. 
Kasus atau masalah ini telah disampaikan oleh salah satu pemilik tanah 
(yang menyewakan) yakni Bapak M. Zainul Arifin "Dalam surat 
perjanjian disebutkan besar uang setoran setiap tahunnya adalah 
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disamakan dengan gabah kering senilai 1.750 Kg/setiap tahunnya. 
Seharusnya apabila diuangkan adalah sebesar 1.750 Kg X Rp. 3.000,- 
(harga gabah kering per 1 Kg saat ini) adalah sama dengan Rp. 5.250. 
000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi dalam 
kenyataannya setiap tahun hanya menerima uang sebesar Rp.                  
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang setoran tersebut 
tidak pernah bertambah walaupun harga gabah naik."66 
3) Ketidak tepatan pembayaran uang sewa (setoran) oleh penyewa. Hal 
semacam ini sering kali di lakukan oleh penyewa, pernyataan seperti 
ini disampaikan oleh Bapak Mushollin "Bahwa dalam pembayaran 
uang setoran oleh penyewa sering kali melebihi ketentuan dalam 
perjanjian, yang mana dalam surat perjanjian disebutkan untuk setoran 
paling akhir bulan Agustus untuk setiap tahunnya. Namun dalam 
kenyataannya penyewa sering membayarnya melebihi bulan tersebut 
dan terkadang dalam waktu 2 tahun penyewa tidak membayarnya sama 
sekali."67 
4) Peralihan penyewa tanpa memberitahukan pihak yang menyewakan 
(pemilik tanah). Kasus atau masalah ini disampaikan oleh ke enam 
pemilik tanah (pihak yang menyewakan).  
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU POKOK AGRARIA (NO. 5 
TAHUN 1960) TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA 
TANAH SAWAH DIJADIKAN TAMBAK DI DESA 
MOJOPUROGEDE  
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK 
 
A. Analisis Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dijadikan 
Tambak Menurut Hukum Islam 
1. Analisis Terhadap Subyek dan Obyek dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah 
Dijadikan Tambak 
 Berdasarkan pada bab sebelumnya tentang praktek sewa-menyewa 
tanah sawah dijadikan tambak, yang menjadi subyek (pelaku) adalah 
berjumlah 6 (enam ) orang sebagai pemilik tanah (yang menyewakan) dan 3 
(tiga) orang sebagai penyewa. 
Pada pemilik tanah (yang menyewakan) dalam hukum Islam disebut 
sebagai mu'jir dan yang bertindak sebagai penyewa disebut sebagai musta'jir. 
Dalam hukum Islam syarat aqidain (orang yang berakad antara Mu'jir dan 
Musta'jir) adalah : 
a. Baligh (telah dewasa) 
b. Berakal sehat (tidak gila). Baligh (telah dewasa) dan berakal sehat dalam 
arti anak kecil atau orang gila tidak berhak melakukan akat sewa-
65 
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menyewa ini, merupakan syarat umum bagi seseorang yang akan 
melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadist Nabi yang berbunyi: 
ُﺳَر ﱠنَا ﱢﻰِﻠَﻋ ْﻦَﻋ ﱢﻦَﻋ ٍﺔَﺛَﻼَﺛ ْﻦَﻋ ُﻢَﻠَﻘْﻟا َﻊِﻓُر َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮ
  َﻞِﻘْﻌَﻳ ﻰَﺘَﺣ ِنﻮُﻨْﺠَﻤﻟْا ِﻦَﻋَو ﱠﺐِﺸَﻳ ﻰﱠﺘَﺣ ِّﻲِﺒﱠﺼﻟا ِﻦَﻋَو ُﻆَﻘْﻴَﺘْﺴَﻳ ﻰﱠﺘَﺣ ِﻢِﺋﺎﱠﻨﻟا    
 
Artinya:“Dari Ali, sesunggunaya Rasulullah saw. Bersabda: Diangkatkan 
kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang 
tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia 
dewasa dan orang gila sampai ia sehat.”68 
 
c. Cakap melakukan tasharruf  (mengendalikan harta) 
d. Kehendak sendiri, dan 
e. Saling meridhai. Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 29 
 ْﻦَﻋ ًةَرﺎَﺠِﺗ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﺎﱠﻟِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْﻴَﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُآْﺄَﺗ ﺎَﻟ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ
 ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٍضاَﺮَﺗ  
 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka” 
(QS : an-Nisa’: 29)69 
 
 Berdasarkan keterangan mengenai syarat-syarat sewa-menyewa dalam 
hukum Islam, maka sewa-menyewa atas tanah sawah yang dijadikan tambak 
oleh sebagian masyarakat Desa Mojopurogede tersebut adalah tidak 
bertentangan dengan hukum Islam.  
 Obyek (barang yang di sewakan) pada sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan tambak adalah berupa tanah, yang semula tanah tersebut adalah 
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69 Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan,. h. 84 
66 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
66
 
berupa tanah sawah kemudian oleh penyewa tanah sawah tersebut diganti 
menjadi tanah tambak. Dalam hukum Islam obyek al-Ijarah mempunyai 
ketentuan sebagai berikut : 
a) Hendaknya barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dapat 
dimanfaatkan kegunaanya. 
b) Hendaknya benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dapat diserahkan 
kepada penyewa berikut kegunaanya. 
c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 
menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan)  
d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat) nya hanya waktu yang 
ditentukan menurut perjanjian dalam akad.70 
 Berdasarkan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam tersebut 
mengenai syarat/ketentuan tentang obyek Ijarah pada sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan tambak tersebut juga tidak menyimpang dari hukum Islam. 
2. Analisis Terhadap Proses Transaksi/Akad Sewa-Menyewa Tanah Sawah 
Dijadikan Tambak 
Pada hakekatnya fiqih mu’amalah dalam Islam adalah bertujuan untuk  mewujudkan 
kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, menghilangkan segala kesulitan dan 
untuk mencegah dari segala perbuatan yang batal dan diharamkan oleh Islam. Islam memberikan 
kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian kepada dengan tiap masyarakat untuk 
melaksanakan bentuk atau sistem tertetu. Hal ini dalam ajaran Islam  
                                                 
70 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 118 
67 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
67
 
mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad 
perjanjian sesuai dengan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang 
berlaku dimasa sekarang ataupun yang berlaku di masa awal pembentukan 
Islam. 
Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu 
aturan-aturan yang sangat mendasar mengenai ketentuan-ketentuan transaksi 
dalam bermu’amalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah dalam 
surat Al-Maidah ayat 1 berikut:  
ِدﻮُﻘُﻌْﻟﺎِﺑ اﻮُﻓْوَأ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ 
 
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika seorang muslim melakukan 
akad perjanjian diperintahkan untuk memenuhinya baik itu dalam kaitannya 
dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. 
Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa menusia diperbolehkan 
mencari suatu keuntungan dari usaha-usaha yang mereka lakukan dengan 
tanpa melanggar perintah Allah sebagaimana dalam Surat an-Nisa’ ayat 29:71 
 ْﻦَﻋ ًةَرﺎَﺠِﺗ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﺎﱠﻟِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْﻴَﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُآْﺄَﺗ ﺎَﻟ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ
ﺎًﻤﻴِﺣَر ْﻢُﻜِﺑ َنﺎَآ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ْﻢُﻜَﺴُﻔْﻧَأ اﻮُﻠُﺘْﻘَﺗ ﺎَﻟَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٍضاَﺮَﺗ 
 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
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dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu”. 
 
Dari kedua ayat tadi telah nampak bahwa Allah SWT 
memperbolehkan manusia untuk bermu’amalah tanpa menjelaskan suatu cara 
tentang akad itu sendiri, yang berarti secara tersirat manusia diberi kebebasan 
untuk mengaturnya sendiri asalkan berdasarkan suka-sama suka dan dengan 
adanya suatu kesepakatan tanpa adanya unsur saling merugikan satu dengan 
yang lain. 
Sementara dalam fiqh Islam memberikan suatu unsur-unsur yang 
harus dipenuhi dalam suatu akad perjanjian mu’amalah. Unsur-unsur itu 
adalah72: 
1. Adanya aqidain (dua pihak yang berakad) 
2. Mahalul aqdi (obyek yang dijadikan akad) 
3. Ma’qud ‘alih atau maudhu’ul ‘aqdi (tujuan akad) 
4. Shighatul aqdi (ijab-qabul) 
Pada proses transaksi/akad dalam sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan tambak yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik, adalah merupakan kesepakatan bersama dengan ditulis 
dalam lembar surat perjanjian. Dari data tersebut maka jelas akad tersebut 
tidak menyimpang dari hukum Islam. Dalam hukum Islam yang 
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diutamakan adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini 
berdasarkan dalam surat an-Nisa’ ayat 29 : 
 ْﻦَﻋ ًةَرﺎَﺠِﺗ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﺎﱠﻟِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْﻴَﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُآْﺄَﺗ ﺎَﻟ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ
 ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٍضاَﺮَﺗ 
 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka”  
(QS: an-Nisa’: 29)73 
  
3. Analisis Terhadap Penentuan Harga Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dijadikan 
Tambak 
  Dalam hukum Islam pada penentuan harga atas sewa-menyewa (Al-
Ijarah) disebut ujrah, yaitu upah atau bayaran, yang mana disyaratkan 
diketahui jenis dan banyaknya. Di dalam prakteknya sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan tambak yang ada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik, untuk menentukan harga sewa (setoran) dalam setiap 
tahunnya penyewa harus membayar setoran berupa gabah kering (apabila 
diuangkan dengan harga umum). Yakni dengan setoran sebanyak 2.000 
Kg/setiap tahunnya. Besar setoran berbeda-beda berdasarkan luas tanah antara 
luas tanah yang lebih kecil dengan luas tanah yang lebih besar. 
 Berdasarkan keterangan data diatas maka dalam penentuan harga atas 
sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak yang ada di Desa 
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Mojopurogede adalah tidak menyimpang dari syariat Islam. Hal ini juga 
berdasarkan atas Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 : 
 ْﻢُﺘْﻴَﺗاَء ﺎَﻣ ْﻢُﺘْﻤﱠﻠَﺳ اَذِإ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ ﺎَﻠَﻓ ْﻢُآَدﺎَﻟْوَأ اﻮُﻌِﺿْﺮَﺘْﺴَﺗ ْنَأ ْﻢُﺗْدَرَأ ْنِإَو
ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟﺎِﺑ ٌﺮﻴِﺼَﺑ َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأ اﻮُﻤَﻠْﻋاَو َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘﱠﺗاَو  
 
Artinya :“Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-
baqarah: 233)74 
  
4. Analisis Terhadap Sistem Pembayaran Sewa-Menyewa Tanah Sawah 
Dijadikan Tambak  
 Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai sistem pembayaran 
dalam sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak yang ada di Desa 
Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, adalah dibayar setiap 
satu tahun sekali. 
Dari keterangan diatas maka analisis menurut hukum islam adalah tidak 
ada yang menyalahi, dikarenakan di dalam praktek antara keduanya telah 
sepakat menerima ketentuan bersama.  
Namun jika melihat dari kenyataan di lapangan terkadang pembayaran 
tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yakni melebihi satu tahun, hal ini 
jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena penyewa tidak menepati 
perjanjian. Sebagaimana Firman Allah Surat al-Maidah ayat 1 : 
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ِدﻮُﻘُﻌْﻟﺎِﺑ اﻮُﻓْوَأ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ  
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. 
5. Analisis Terhadap Penyelesaian Perselisihan dalam  Sewa-Menyewa Tanah 
Sawah Dijadikan Tambak 
  Didalam prakteknya dilapangan bahwa dalam hal muamalah, 
masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 
khususnya hal sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak terdapat banyak 
kasus atau masalah yang menjadikan perselisihan di antara pihak yang 
menyewakan dengan pihak penyewa. 
  Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitihan bahwa 
apabila terjadi perselisihan diantara keduanya, maka diselesaikan dengan cara 
musyawarah (kekeluargaan). Tetapi bila dalam penyelesaian masalah yang 
terjadi antara keduanya melalui musyawarah tidak di dapatkan suatu 
penyelesaian dengan baik, maka dipakai cara sumpah dari keduanya di 
hadapan Kepala desa atau Perangkat desa. 
  Dari uraian diatas bahwa cara penyelesaian perselisihan yang terjadi 
diantara kedua belah pihak pada masalah sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten 
Gresik, itu tidak bertentang dengan aturan-aturan hukum Islam, hal ini 
dikarenakan jalan yang diambil untuk menyelesaikan perselisihan diantara 
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mereka adalah dengan cara musyawarah (kekeluargaan). Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 159 : 
 َﻚѧِﻟْﻮَﺣ ْﻦѧِﻣ اﻮﱡﻀѧَﻔْﻧﺎَﻟ ِﺐѧْﻠَﻘْﻟا َﻆﻴѧِﻠَﻏ ﺎѧﻈَﻓ َﺖѧْﻨُآ ْﻮѧَﻟَو ْﻢѧُﻬَﻟ َﺖѧْﻨِﻟ ِﻪѧﱠﻠﻟا َﻦѧِﻣ ٍﺔѧَﻤْﺣَر ﺎَﻤِﺒَﻓ
 ﻲِﻓ ْﻢُهْرِوﺎَﺷَو ْﻢُﻬَﻟ ْﺮِﻔْﻐَﺘْﺳاَو ْﻢُﻬْﻨَﻋ ُﻒْﻋﺎَﻓ ﱠنِإ ِﻪѧﱠﻠﻟا ﻰѧَﻠَﻋ ْﻞѧﱠآَﻮَﺘَﻓ َﺖْﻣَﺰَﻋ اَذِﺈَﻓ ِﺮْﻣَﺄْﻟا 
َﻦﻴِﻠﱢآَﻮَﺘُﻤْﻟا ﱡﺐِﺤُﻳ َﻪﱠﻠﻟا 
 
Artinya :"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." 
 
B. Analisis Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dijadikan 
Tambak Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
1. Analisis Terhadap Subyek dan Obyek dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah 
Dijadikan Tambak 
2) Subyek Perjanjian Sewa-menyewa  
Yang dimaksud subyek di sini adalah para pihak yang mengadakan 
perjanjian sewa tanah pertanian tersebut, yaitu pemilik tanah semula dan 
penyewa tanah, subyek yang melaksanakan transaksi sewa tanah pertanian 
itu harus memenuhi syarat, sebagai berikut: 
a) Dewasa, sudah kuat gawe dan hidup terpisah dari orang tua (menurut 
ketentuan hukum adat).75 
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b) Perorangan WNI tunggal dan bertempat tinggal di Indonesia (menurut 
ketentuan hukum Agraria).76 
Akan tetapi subyek mutlak yang telah ditetapkan dalam pasal 45 
UUPA, bahwa yang dapat menjadi pemegang hak sewa adalah : 
1) Warga Negara Indonesia  
2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 
3) Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia  
4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
 Berdasarkan ketentuan menurut hukum positif / Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) di atas, maka tidak ada masalah yang 
menyimpang dari ketentuan tersebut dalam praktek sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik. Karena semua pelaku dalam sewa-menyewa tersebut 
adalah warga Negara Indonesia asli. 
3) Objek Perjanjian Sewa-menyewa  
Yang dijadikan objek dalam perjanjian sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik ini adalah tanah sawah yang kemudian dijadikan 
tambak oleh penyewa, dengan hak milik WNI tunggal. Tanah dengan hak 
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milik di sini dalam arti, bahwa tanah yang dijadikan obyek dalam 
perjanjian sewa-menyewa itu benar-benar merupakan milik dan berada 
dalam kekuasaan senyata-nyatanya pihak pemilik tanah pada waktu 
sebelum diadakan perjanjian sewa. 
2. Analisis Terhadap Proses Transaksi/Akad Sewa-Menyewa Tanah Sawah 
Dijadikan Tambak 
Hak sewa termasuk golongan hak atas tanah yang harus didaftarkan 
menurut peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. dalam pasal 19 di 
sebutkan: setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 
meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini 
disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)). Akta tersebut bentuknya 
ditentukan oleh menteri Agraria.77 
Ketentuan keharusan pendaftaran transaksi sewa-menyewah tanah ini 
dimaksudkan untuk adanya alat pembuktian yang kuat mengenai perihal 
kekuasaan atas tanah itu dari pemilik semula kepada penyewa. 
 Dengan demikian, barulah dapat dijamin benar-benar bahwa telah 
terjadi peralihan hak atas tanah milik pemberi sewa kepada penyewa. 
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Dalam UUPA diatur mengenai pendaftaran tanah, khususnya dalam 
pasal 19 disebutkan : 
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
hukum yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
(3) Pendaftaran diselenggarakan dengan mengingat Negara dan masyarakat, 
keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut Pertimbangan Menteri Agraria.  
(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termasuk dalam ayat 2 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat 
yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
 Dari uraian di atas dijelaskan dalam pasal 19 UUPA dalam 
penjelasannya bahwa pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara 
yang sederhana, mudah dimengerti dan dijelaskan oleh rakyat yang 
bersangkutan. Dari uraian memori penjelasan umum IV (Dasar-dasar untuk 
mengadakan kepastian hukum) dapat kita ketahui bahwa pasal 19 UUPA 
ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, dimaksudkan agar 
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seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-
kadaster” artinya bertujuan menjamin kepastian hukum. Pendaftaran ini 
diselenggarakan dengan mengingat kepentingan serta keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi derta kemungkinan-
kemungkinan dalam bidang personal dan peralatan. 
 Dari penjelasan ketentuan di atas, maka sewa-menyewa atas tanah 
sawah dijadikan tambak oleh masyarakat Desa Mojopurogede, tidak 
menyalahi aturan karena dalam prakteknya pada waktu perjanjian adalah 
dibuatkan surat perjanjian dan saksikan oleh kepala desa dan perangkat desa. 
3. Analisis Terhadap Sistem Pembayaran Sewa-Menyewa Tanah Sawah 
Dijadikan Tambak 
Adapun cara pembayaran uang sewa menurut ketentuan pasal 44 
UUPA yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 
1) Pembayaran dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu 
2) Pembayaran dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanahnya 
dipergunakan. 
 Berdasarkan ketentuan di atas, maka sistem pembayaran yang 
dilakukan oleh sebagian warga Desa Mojopurogede dalam hal ini yang 
melakukan sewa-menyewa atas tanah sawah dijadikan tambak tersebut tidak 
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 
karena sistem pembayaran yang dilaksanakan adalah setiap satu tahun sekali. 
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4. Analisis Terhadap Penyelesaian Perselisihan dalam  Sewa-Menyewa Tanah 
Sawah Dijadikan Tambak 
 Sudah menjadi sifat pembawaan bahwa manusia hanya dapat hidup 
dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia merupakan zoon politikon 
atau makhluk sosial. Dalam kaitannya dengan sifata pembawaan manusia 
yang demikian, maka di dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu 
sama lain untuk memenuhi kepentingannya. Kehidupan bersama itu 
menyebabkan terjadinya interaksi, kontak, yang tidak jarang memunculkan 
terjadinya pertentangan atau konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik 
kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar 
kepentingan seseorang merugikan orang lain. Dengan demikian terjadinya 
konflik tidak dapat dihindarkan. 
 Dalam penyelesaian perselisihan sewa-menyewa tanah sawah 
dijadikan adalah melalui proses musyawarah, pada tahap pelaksanaan 
musyawarah (negotiation), terdapat prinsip umum, yaitu : 
1) Melibatkan dua pihak atau lebih 
2) Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam 
mencapai hasil yang diinginkan bersama 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
78
 
3) Ada keyakinan bahwa para pihak menganggap cara musyawarah 
merupakan cara yang paling memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan 
apabila dibandingkan dengan cara penyelesaian yang lain  
4) Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk 
membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka 
5) Setiap pihak harus mempunyai harapan sebuah hasil akhir yang mereka 
terima, dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu 
6) Masing-masing pihak mempunyai suatu kewenangan (tingkat) kuasa atas 
kemampuan pihak-pihak lain untuk bertindak 
7) Proses musyawarah pada dasarnya merupakn salah satu interaksi di antara 
orang-orang, terutama antara komunikasi lisan yang langsung. 
 Dari keterangan diatas maka apa yang telah dilakukan oleh masyarakat 
Desa Mojopurogede dalam melaksanakan praktek sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan tambak, bila terjadi perselisihan maka di selesaikan dengan 
musyawarah, hal tersebut adalah sangat baik dan didukung oleh ketentuan 
Undang-undang yang berlaku.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Transaksi sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak yang dilakukan oleh 
sebagian masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah kabupaten 
Gresik adalah tidak menggunakan hukum adat tetapi sudah berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan bukti adanya surat 
perjanjian yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan dilakukan 
dihadapan Kepala Desa setempat. Sistem pembayaran pada sewa-menyewa 
tersebut adalah dilakukan setiap satu tahun sekali dan besar setoran 
(pembayarannya) disamakan dengan besarnya gabah kering sebanyak 2.000 
Kg/setiap tahunnya (apabila di uangkan dengan harga umum).  
2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktek pelaksanaan sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam 
karena praktek sewa-menyewa tersebut adalah termasuk dalam kategori 
bermuamalah dalam Islam yang hukumnya adalah mubah (diperbolehkan), 
tetapi bila ada kasus (masalah) dalam praktek sewa-menyewa tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum Islam karena untuk menyelesaikan kasus 
(masalah) tersebut yakni dengan bermusyawarah. Sedangkan ketentuan 
80 
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menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara garis besar adalah 
juga tidak menyimpang, karena akad atau perjanjiannya dituangkan dalam 
surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa saksi di hadapan Kepala Desa 
setempat.  
 
B. Saran-saran 
1. Pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak oleh sebagian 
masyarakat Desa Mojopurogede hendaklah dijadikan contoh oleh masyarakat 
Desa lain yang dalam hal praktek bermuamalah masih menggunakan hukum 
adat. Karena apabila melakukan suatu perjanjian yang tidak tertulis di 
khawatirkan akan terjadi perselisihan di kemudian hari. 
2. Kepada para pemilik tanah dan penyewa hendaknya memperhatikan dan 
melaksanakan apa saja yang sudah di sepakati di dalam surat perjanjian. Dan 
apabila terjadi perselisihan hendaknya di musyawarahkan dengan sebaik-
baiknya.  
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